v’

S :
wow

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI SUMEDANG,

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang, perlu dilakukan penyesuaian
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

pPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...




10.

11.

“de

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, T.ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573); :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan...



12.

13.

14.

15.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peratumn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

17.

18.

19,

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaha
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan...




20.

21.

22.

23.

24,

25,
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyeclamatan
Ekonomi Nastonal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Pereckonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

26. Peraturan...



20,

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

«5a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 461);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288),;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Peraturan...



34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Barat
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2016 Nomor 3);

41. Peraturan...




41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

-7-

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor S
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Kabupaten Sumedang Tahun 2021-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor S
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 18);

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN...



Menctapkan

B
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode S5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Bupati.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.,

11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

12, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan
lima tahunan.

13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

14. Strategi...
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14. Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai  prioritas  Pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai Sasaran,

15.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

16.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

17.Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

18.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah wuntuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu
Program.

19.Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang
dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program
dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan
Keluaran (output), salah satunya adalah biaya/dana.

20.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat
terwujud.

21.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat
Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan bidang pendapatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk
periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3...
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Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. BABI Pendahuluan;
b. BABII Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
c. BAB1II Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Perangkat Daerah;

d. BABIV  Tujuan dan Sasaran;

e. BABV Strategi dan Arah Kebijakan;

f. BABVI Renacana Program dan Kegiatan serta
Pendanaan;

g. BABVII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
dan

h. BABVIIl  Penutup.

Pasal 4
Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 23), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7...
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Pnsal 7

Peraturan - Bupati  ini mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan,

Apar  setinp  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya  dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
2 al 14 Januari 2022

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Januari 2022




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2018-2023



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah dapat
diselesaikan sebagai kewajiban yang diamanatkan secara rutin setiap
lima tahun setelah penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini merupakan acuan
utama bagi seluruh entitas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan
selama tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada Perubahan
RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta memperhatikan
Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan
Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 perlu
adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta
dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan
pembangunan bidang pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang.
Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para
pelaksana dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang.

Sumedang, 14 Januari 2021
Plt K.e ala,' dan Pendapatan

| ROHANA, Béos., M.Si.
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi
kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai
dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan
kendala yang ada, atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis
mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis
untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang. Selain itu Pemerintah Republik Indonesia telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024. Sebelumnya telah ditetapkan pula Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Ketiga kebijakan dari Pemerintah tersebut, telah membawa arahan
yang baru bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang. Pada hakikatnya perubahan perencanaan pembangunan
ini merupakan proses adaptasi terhadap perubahan yang
direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan
masyarakat, terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembangunan
adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur
sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi
penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang
harus diikuti arah kebijakannya oleh Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, sebagai
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta I-12
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu S (lima)
tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan
penyusunan Perubahan RPJMD 2018-2023, perlu memperhatikan
berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, diantaranya:
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a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
dan/atau

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan
kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem
keuangan.

Maksud dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun
2018-2023 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka
menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 2 (dua) tahun
kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai
tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD serta percepatan
penanganan pendemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-
2023 adalah:

1. menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang
selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

2. menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan
akhir periode RPJMD; dan

3. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan
kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Pada aspek yang lain, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
mulai tanggal 1 Januari 2020 diharuskan untuk mengintegrasikan
dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah, melalui penerapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dimana klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah ini digunakan untuk mendukung Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019). Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (yang selanjutnya disebut
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) adalah penggolongan,
pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah yarg disusun secara sistematis sebagai acuan
dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan
keuangan daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019).

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode
S (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan
strategis. Secara umum, dokumen Perubahan Renstra merupakan
penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan
RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang merupakan
unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang
mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan
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pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kepala
Daerah dalam bidang pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah
wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas
pokok dan fungsinya. Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD
Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023. Namun di sisi lain
penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
harus memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang, di mana pada peraturan tersebut terjadi perubahan
nomenklatur, yang semula Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
menjadi Badan Pendapat Daerah. Hal ini akan berpengaruh pada
nama dan materi muatan Peraturan Bupati terkait Rencana Strategis.
Agar Peraturan Bupati terkait Rencana Strategis selaras dan konsisten
dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang, maka Peraturan Bupati yang dibentuk
bukan merupakan peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya,
tetapi merupakan peraturan tentang Rencana Strategis yang
mencabut peraturan sebelumnya.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada, sehingga tujuan yang akan dicapai
dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah dihasilkan melalui proses
penyusunan Renstra yang mengacu pada ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci
dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan
Renstra Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan beberapa
tahap, sebagai berikut:

1. persiapan penyusunan rancangan Renstra Badan Pendapatan
Daerah;

2. penyusunan rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah;

3. penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Pendapatan Daerah;

4. penetapan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Adapun bagan alur penyusunan Renstra Badan Pendapatan
Daerah yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Badan
Pendapatan Daerah sampai dengan penetapan Renstra Badan
Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:
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Gambar 1.1

Bagan Hubungan antar Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten
Sumedang 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Dengan disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Periode
2018-2023, maka Badan Pendapatan Daerah diharapkan mampu
melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan
peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang pendapatan,
secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap SKPD,
sehingga Badan Pendapatan Daerah dapat turut andil dalam
mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Daerah
Kabupaten Sumedang.

3.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan

hukum bagi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang, adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, T.ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peratumn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018
tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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29.
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31.

32.

33.

34.

35.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 64);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun
2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran
Daerah  Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2021 Nomor 14);
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44.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
8);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
9);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Nomor 13); dan

47.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
18).

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
dan;

2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak
manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
dan

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang.
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Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi
tentang:
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum:;
1.3 Maksud dan Tujuan; dan
1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi

tentang:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan
Pendapatan Daerah;

2.2. Sumber daya Badan Pendapatan Daerah;

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah; dan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat S (lima) sub bab yang berisi tentang:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih;

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis; dan
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka
menengah Badan Pendapatan Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan
Badan Pendapatan Daerah.

Bab VI Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan serta
Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan rencana program kegiatan dan sub
kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran Badan Pendapatan Daerah
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Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan
dengan indikator kinerja yang akan dicapai mengacu tujuan
dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup
Lampiran-Lampiran

1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD
Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat
Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar
di bawah ini.
Gambar 1.
KETERKAITAN RESNTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
LAINYA
20 th 5th 1th
RPJP |Pedoman [ RPJM |Pedomsn| RKP  [Pedemsn] RAPBD _,| APBD
DAERAH | DAERAH "| DAERAH i
F &
Fadoman i T
L J |
RENSTRA | RENJA | RKA | | RINCIAN
SKPD I.nad'mn' SKPD  [pedoman | SKPD "| APBD
— uu.sllu.mzﬁm — UU. Ne. 71103
KN
Gambar 1.2

Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara
dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas
dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya
Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah akan menjadi
pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta
anggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah dalam dokumen
Renja dan RKA.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,
mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas
Kepala Daerah di bidang pendapatan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan

Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
pengembangan, bidang pengelolaan sistem informasi
pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan
daerah, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan
daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis bidang pendapatan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan Pemerintahan  Daerah  bidang
pendapatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
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Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Sumedang terdiri dari:

a.
b.

50

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan:

1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

2) Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
1) Subbidang Pendataan dan Penilaian;

2) Subbidang Penilitian dan Verifikasi; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah,
membawahkan:

1) Subbidang Penetapan dan Penagihan;

2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah,
membawahkan:

1) Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;

2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi

dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang. Perubahan tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk
Badan Pendapatan Daerah sebagaimana Gambar 2.1
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Bagan Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

SEKRETARIS BADAN

KASUBAG UMUM
DAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN

KEPALA SUB BIDANG
PERENCANAAN
PENDAPATAN DAERAH

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN
PENDAPATAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH

KEPALA SUB BIDANG
PENDATAAN DAN PENILAIAN

KEPALA SUB BIDANG
PENILITIAN DAN VERIFIKASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PENDAPATAN
DAERAH

KEPALA SUB BIDANG
PENETAPAN DAN
PENAGIHAN

KEPALA SUB BIDANG
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI
PENDAPATAN DAERAH

KEPALA SUB BIDANG
PELAYANAN DAN
PENDAFTARAN

KEPALA SUB BIDANG
PENGELOLAAN SISTEM
INFROMASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah pegawai PNS Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan
jajarannya sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan profil
demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan
Pendapatan Daerah paling banyak berada di kelompok
umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 24 (dua puluh
empat) orang. Sedangkan kelompok umur 31-35 tahun
sebanyak 2 (dua) orang, kemudian kelompok umur 36-40
tahun sebanyak 11 (sebelas) orang. Adapun kelompok
umur 41-45 tahun sebanyak 9 (sembilan) orang dan
kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 12 (dua belas)
orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut
adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu
mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun
mendatang terdapat lebih dari 12 (dua belas) orang yang
akan memasuki masa pensiun.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Kelompok Umur
Usia (tahun)
No. Unit Kerja 20 26 | 31 | 36 | 41 | 46 JUMLAH
s/d s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | >50
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
1 Sekretariat - - - 6 1 S 7 19
9 Bidang Perencanaan ) ) ) 1 9 9 3 8
dan Pengembangan
Bidang Pengelolaan
3 Pendapatan Daerah ) ) ) |22 |8 12
Bidang Pengelolaan
4 Sistem Informasi - - 2 3 2 1 1 9
Pendapatan Daerah
Bidang Pengendalian
5 dan Evaluasi - - - 1 2 2 5 10
Pendapatan Daerah
TOTAL - - 2 |11 | 9 (12 | 24 58
2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati
golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, pegawai yang
menempati golongan III sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)
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orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 11
(sebelas) orang, sedangkan pegawai yang menempati
golongan I sebanyak tidak ada.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah

Menurut Golongan

No . : Golongan
Unit Kerja JUMLAH
I II 111 I\Y

1 | Sekretariat - 14 19
Bidang Perencanaan

2 dan Pengembangan } 4 8
Bidang Pengelolaan

3 Pendapatan Daerah } 2 9 1 12
Bidang Pengelolaan

4 | Sistem Informasi - 3 4 2 9
Pendapatan Daerah
Bidang Pengendalian

5 | dan Evaluasi - 3 6 2 10
Pendapatan Daerah

TOTAL ) 11 37 10 58
2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari
pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 15 (lima
belas) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan D3
sebanyak 1 (satu) orang, pegawai dengan tingkat
pendidikan S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan
pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 18
(delapan belas) orang.

Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal
ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus
ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia
sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam
meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan
pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi yang dimiliki
Badan Pendapatan Daerah, telah dilakukan Pendidikan
Teknis, yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita.
Hingga tahun 2018 berdasarkan data dari Subbagian
Umum dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang telah memiliki Aparatur Sipil Negara
dengan keahlian sebagai PPNS sebanyak 4 orang,
pemeriksa pajak sebanyak 3 orang dan Juru Sita sebanyak
3 orang.
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Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah

Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan
No. Unit Kerja Jumlah
SMP SMA | Diploma S1 S2 S3

1 Sekretariat - 5 1 8 5 - 19

9 Bidang Perencanaan dan _ 5 ) 3 3 ) 8
Pengembangan
Bidang Pengelolaan

3 Pendapatan Daerah ) 3 ) 6 3 ) 12
Bidang Pengelolaan

4 | Sistem Informasi - 3 - 4 2 - 9
Pendapatan Daerah
Bidang Pengendalian dan

5 | Evaluasi Pendapatan - 2 - 3 5 - 10
Daerah

TOTAL o 15 1 24 18 - 58
2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural
yang tersedia berjumlah 15 jabatan struktural dan yang
telah terisi adalah sebanyak 15 jabatan struktural,
sehingga pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural
berjumlah 15 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel
2.4.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum
dipetakan sehingga Badan Pendapatan Daerah belum
dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai
dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan
Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Data pegawai Badan Pendapatan Daerah
menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah

1 | Kepala Badan Pendapatan Daerah 1

2 | Sekretariat 2

3 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan 3

4 | Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 3

5 Bidang Pengendalian dan Evaluasi 3
Pendapatan Daerah

6 Bidang Pengelolaan  Sistem  Informasi 3
Pendapatan Daerah

TOTAL 15
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2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang didominasi laki-
laki sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, sedangkan
perempuan sebanyak 19 (sembilan belas) orang,
sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Menurut Jenis Kelamin
Jenis Kelami
No. Unit Kerja lf 28 2e amlldn Jumlah
1 | Sekretariat 7 12 19
2 | Bidang Perencanaan dan Pengembangan 4 4 8
3 Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 4 8 12
4 Bidang Pengelolaan Sistem Informasi 2 o
Pendapatan Daerah
Bidang Pengendalian dan Evaluasi
5 Pendapatan Daerah 2 8 10
TOTAL 19 39 58

2.2.6.

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan
Pendapatan Daerah bila dikelompokkan menurut jenis
kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan
dan terbesar berada di eselon IV sebanyak 11 (sebelas)
orang. Sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan
yang menduduki jabatan dari eselon II sebanyak 1 (satu)

orang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah

Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No. Jabatan

Jenis Kelamin

Jumlah

P

1 Eselon II

2 Eselon III

3 Eselon IV

11

TOTAL

(o N IENE I

CENEN

17

2.2.7.

Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan
untuk mendukung tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah
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Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan
prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal)
meliputi Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset
lainnya. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan
Pendapatan Daerah dirasakan belum mencukupi dan
memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara
umum aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam
keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada
table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada

Badan Pendapatan Daerah s/d TA. 2020

Jumlah Kondisi
No. Jenis Aset/Modal Barang Baik Rusak Ket.
Berat
1 | Kendaraan roda 4 8 (8 unit)
2 | Kendaraan roda 2 67 (67 unit) (3 unit)
Peralatan dan Mesin :
- Electrical General Genset 1 (1 paket)
- Alat Perekam Data ] (8 unit)
Transaksi (Taping Box)
- Penghancur Kertas 3 (3 unit)
- Pemasangan Candresa 1 (1 paket)
- Meja Pelayanan 1 (1 paket)
- Kursi Kerja 4 (4 buah)
- Kursi Hadap 4 (4 buah)
- Kursi Tunggu 2 (2 buah)
- Meja Staf 8 (8 unit)
- Lemari File 2 (2 unit)
- Kursi Kerja Staf 41 bfalh)
- Algt Penggkur Waktu 1 (1 buah)
3 (Finger Print)

Tablet Windows untuk
Sistem Monitoring Pajak 5 (1 unit)
Daerah (Taping Box)

- Laptop 10 bl(,lla?h)

- PC Dekstop 5 (5 unit)
- Notebook 4 (4 unit)
- Hardisk External 4 (4 unit)
- Infocus 1 (1 unit)
- Printer Dot Mantrik 2 (2 buah)
- Scanner 2 (2 unit)

- Printer 4 (4 unit)

- Jaringan Internet 1 (1 paket)
- Conference System 1 (1 paket)




-21-

Jumlah Kondisi
No. Jenis Aset/Modal Barang Baik Rusak Ket.
Berat
- Handycam + Asesoris
(Tripod dan Tas) 1 (1 set)
- Camera + Asesoris (Digital
Filter, Tripod dan Tas) 1 (1 set)
- Lensa Kamera 1 (1 unit)
- Sound System 1 (1 paket)
- l;aket CCTV HD 1080p 1 (1 paket]
mp
Gedung dan Bangunan :
- Pengadaan Bangunan
4 Gedung Kantor 1 (1 paket)
- Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja 1 (1 paket)
5 | Aset lainnya :
- Perangkat Lunak .
Dashboard Monitoring 1 (1 unit)
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2.3
Gambaran capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun
sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut:
Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang
Indikator
Kmerj_a Target Target Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
sesuai Target .
No NSPK Indikator
Tugas dan IKK .
. (SPM) Lainnya
Fungsi 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persentase
1 PAD 17.03 17.77 18.99 20.29 21.67 15.07 16.09 16.58 88.49 90.53 87.32
terhadap
Pendapatan
Indeks
Kepuasan
2 Masyarakat 85 87 90 91 91 90.49 90.52 91.77 106.46 104.05 101.97
Pelayanan
Pajak
Daerah
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Keterangan :

Indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2021 terdapat

2 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan
Formulasi perhitungan yaitu perbandingan realisasi PAD terhadap
pendapatan dikali 100%. Realisasi PAD mencapai 96.65% dari target
Rp.486.586.138.339 terealisasi Rp.470.281.819.936.29 sedangkan
Pendapatan  Daerah  mencapai 98.95% dari target sebesar
Rp2.865.894.595.193.00 terealisasi Rp2.835.865.125.275.29.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah
Formulasi perhitungan perhitungan yaitu nilai dihitung dengan
menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan.
Target kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah”
Tahun 2021 sebesar 90 poin dan realisasinya berdasarkan data dari SKM
Bappenda Kabupaten Sumedang sebesar 97.77 poin atau capaian kinerja
sebesar 101.97%.
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Tabel 2.9

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

RASIO ANTARA ANGGARAN RATA-RATA
ANGGARAN TAHUN REALISASI ANGGARAN TAHUN
GG v SAS GG v DAN REALISASI TAHUN PERTUMBUHAN
URAIAN
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program
Pengembangan | 12.014.1 | 11.246.27 10.833. | 3.789.53
Pengelolaan 12.750 9.000 134.441 5.058 90.17 33.70 6.39 65.02
Pendapatan
Daerah
Program
Pengelolaan 6.411.18 | 6.411.18 | 6.777.287. 6.275.54 92.60
Pendapatan 5.100 5.100 402 2.160 :

Daerah
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Tantangan dan Peluang Badan Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pendapatan Daerah
dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka
perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi
lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (Strength) dan
kelemahan (Weakness) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan
eksternal mencakup peluang (Opportunities) dan tantangan (Threat)
yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat
dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.

b. Kelemahan merupakan kekurangan atau keterbatasan yang
dialami oleh suatu organisasi.

c. Peluang merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan
terbuka untuk dimanfaatkan.

d. Ancaman merupakan kondisi dan situasi yang dapat
membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strengths)
1) Jumlah pegawai telah memadai
Kondisi jumlah pegawai di Bapenda saat ini secara
jumlah telah memenuhi/memadai, yakni terdiri dari

jumlah PNS sebanyak 58 orang dan Non PNS sebanyak 48
orang. Dilihat dari jenjang pendidikan karyawan Bapenda

terdiri dari tingkat SMA sebanyak orang,
Diploma sebanyak 1 ( ) orang , S1 sebanyak
orang, S2 sebanyak 18 ( ) orang.

Dari jumlah tersebut merupakan sebuah potensi yang
perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM,
sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Bapenda.

2) Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan
organisasi

Komitmen pimpinan Bapenda sangat tinggi untuk
mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan,
arahan dan aktivitas pimpinan dalam mendorong semua
aparatur Bapenda sangat kuat, ini dibuktikan dengan
upaya pencapaian target yang harus maksimal (100%)
realisasi di dalam mencapai target pendapatan.

b. Kelemahan (weakness)

1) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam
mengoptimalkan pelayanan dinas

Dari sarana prasarana yang dimiliki Bapenda masih
ada beberapa sarana prasarana yang belum dimiliki dan ini
mengganggu kinerja Bapenda. Diantaranya mobil layanan
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operasional keliling yang terintegrasi dengan sistem, mobil
Skylive untuk operasional reklame, ruang server yang
memadai, kapasitas bandwitch, gudang, mesin cetak PBB,
mesin cetak Porporasi, dan peremajaan secara berkala
kendaraan operasional.

2) Kualitas pegawai belum memadai

Dari jumlah pegawai yang dimilki Bapenda baik PNS
maupun Non PNS masih memerlukan peningkatan
kualitas dan kompetensi melalui bimbingan teknis
maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi di
antaranya pegawai yang memiliki kompetensi dengan
mengikut sertakan pada Diklat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS), Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat
Teknis Juru Sita.

3) Standar operasional prosedur belum lengkap

Perubahan SOTK dari Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 Mengakibatkan perubahan SOP bidang
pelayanan pajak daerah. Oleh karena itu ada beberapa SOP
yang belum dilengkapi dan memerlukan perubahan atau
dibuat baru.

4) Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat
overlapping fungsi antar unit kerja)

SOTK baru yang sekarang diterapkan masih ada
tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar tiap bidang,
sehingga menyulitkan alur kinerja antar SOP.

5) Masih lemahnya kompetensi pegawai
Tantangan

a. Kondisi perekonomian daerah belum mendukung
peningkatan pendapatan daerah

PDRB Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2020 mencapai Rp35,490 triliun atau
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar
Rp.51,12 miliar atau sekitar 0,14%. Sedangkan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 sebesar
Rp23,665 triliun atau turun 1,12% dari tahun
sebelumnya.

b. Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten;

Penyaluran dana transfer ke daerah bersumber
dari Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi
Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Tunjangan  Profesi. Sedangkan dari lain-lain
pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana
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Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa, Dana
Insentif dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Target Dana Perimbangan dari tahun 2019 ke
tahun 2020 rata-rata pertumbuhannya sebesar 6.53%.

c. Adanya wajib pajak yang belum taat.

Mewujudkan ketercapaian target penerimaan
pajak daerah diperlukan peran serta semua pihak,
termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya
wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat
berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak,
terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib
Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat
kepatuhan ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib
pajak yang membayar tetapi juga tingkat ketepatan
waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran
pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. Langkah
yang perlu dilakukan oleh Bapenda pada tahun-tahun
mendatang adalah meningkatkan fungsi pengawasan
dan pengendalian terhadap para wajib pajak yang
sudah ditetapkan menjadi wajib pajak baru dalam
melakukan pembayaran tepat waktu.

Peluang

a.
b.
C.

d.

Peraturan Perundang-undangan yang mendukung;
Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi
pusat;

Adanya potensi pajak; dan

Adanya potensi pemanfaatan Teknologi informasi dan
komunikasi.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Sumedang sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan
fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan
perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari
tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Bapenda Kabupaten
Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan RPJMD
Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas
Badan Pendapatan Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal
dengan Bappenda Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama
sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar
penetapan isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Sumedang periode 2018-
2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan
tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Badan
Pendapatan Daerah 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan
kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama
tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan
Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No Aspek Permasalahan
1. Belum optimalnya layanan pajak
Pgrmasalahan Qalam 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan)
1 Bidang Pﬁ:ngelolaan Sistem verifikasi masih rendah
Informasi Pendapatan | 3. Belum adanya dukungan system yang
Daerah terintegrasi
1. Kualitas (akurasi dan kecepatan)
layanan pendataan masih rendah
2. Belum adanya implementasi regulasi
yang memberi efek jera kepada wajib
Permasalahan dalam I::ii; y::;i dut;dak memberikan - data
2 | Bidang Pengelolaan P

3. Masih lemahnya analisis pendataan dan
penilaian

4. Belum optimalnya pemutakhiran data
potensi pajak daerah

5. Belum memiliki data potensi pendapatan
daerah.

Pendapatan Daerah

. Belum dilakukan Penerapan

1. Kualitas (akurasi dan kecepatan)
Permasalahan dalam layanan penetapan dan penagihan masih
Bidang Pengendalian dan rendah
3 Evalugsi & Pendapatan . Kesadaran masyarakat dalam kewajiban
Daerah P pajak masih rendah

sanksi
kepada wajib pajak yang melanggar
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No Aspek Permasalahan

4. Ketersediaan data piutang yang tidak
valid

1. Belum tersedianya system yang baku
dalam perencanaan penerimaan
pendapatan

2. Belum adanya system terpadu untuk
mendorong peningkatan retribusi

3. Belum optimalnya fungsi pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi terhadap
OPD yang memungut retribusi

4. Belum adanya penindakan yang tegas
terhadap wajib pajak

Permasalahan dalam
4 | Bidang Perencanaan dan
Pengembangan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya
berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui
proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang
dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023
menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan
yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun
waktu periode S (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan
perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen
Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan
dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-
2023 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Bagan hubungan antara Dokumen Perubahan RPJMD
Kabupaten Sumedang 2018-2023 dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
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Sesuai dengan arahan Perubahan RPJMD Kabupaten
Sumedang periode 2018-2023 bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai
berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera,
Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada
Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlagnya, Maju
Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi
sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi
segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa
mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah
Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau
untuk kesejahteraan masyarakat;

b. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial
masyarakat dan pemerintahan;

c. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan
peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta
penguatan budaya dan kearifan lokal;

d. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung
jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
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e. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian

yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat
Kabupaten Sumedang.
Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam

mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu “Menata
Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab
secara profesional dalam pelayanan Masyarakat” diawali
dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran
yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
bahwa penjabaran Perubahan RPJMD yang didalamnya memuat
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan
Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan
dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan
pendapatan daerah, Bapenda terus Dberupaya untuk
meningkatkan kualitas dalam pengelolaan pendapatan daerah,
sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara
efektif, akuntabel dan transparan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program sesuai
dengan Misi Perubahan RPJMD untuk Bapenda adalah
sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 3.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program
INDIKATOR

NO TUJUAN SASARAN KINERJA PROGRAM

1 2 3 4 5

1. | Meningkatnya Meningkatnya | Persentase Program
Kualiitas Pelayanan | Penerimaan PAD terhadap | Pendapatan

Publik Pendapatan pendapatan. Daerah.

Daerah

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh
kemampuannya untuk melakukan adaptasi dengan perubahan
lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu
perlu ada pemetaan terhadap permasalahan dari berbagai aspek.

Memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam
Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023
diantaranya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka ikut mensukseskan tercapainya sasaran
tersebut, sebagai Badan yang menangani masalah pengelolaan
pendapatan daerah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan
mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan
pelaksanaan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi
pelaksanaan pelayanan Badan dapat dilihat dari aspek-aspek
berikut:
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1. Aspek Perencanaan
a. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dengan penganggaran,;
b. Belum adanya basis data perencanaan pendapatan daerah
yang valid dan faktual; dan
c. Perlunya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur
program/kegiatan dan anggaran yang lebih berorientasi
pada efektifitas, efisiensi dan capaian kinerja SKPD.
2. Aspek Pengorganisasian
a. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan
keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara
optimal sesuai kompetensi yang dimiliki;
b. Masih terbatasnya personil yang menguasai proses
pengelolaan pendapatan; dan
c. Belum sesuainya struktur organisasi dengan proses
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3. Aspek Pelaksanaan
a. Dalam pelaksanaan kegiatan, belum semua Bidang
dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pelayanan; dan
b. Dalam pelaksanaan tugas, belum didukung dengan
sarana, prasarana dan teknologi informasi yang memadai.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan
Misi tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten
Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi
dan integrasi antara Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan capaian
Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Renstra K/L Provinsi yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya
di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut
secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan
selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Badan Pendapatan Daerah dengan
Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran
pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya
meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan
Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk
periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas
kebijakan perencanaan bidang pendapatan. Adapun keterkaitan atau
perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan
Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L sebagaimana Tabel 3.3
dibawah ini.
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Tabel 3.3
Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Indikator Sasaran Sasaran pada Sasaran pada
No Kinerja pada Renstra Renstra Provinsi Renstra
Dinas Kabupaten Kementerian
Persentase Meningkatnya  Meningkatnya Meningkatkan
1 PAD penerimaan penerimaan pendapatan
terhadap pendapatan pendapatan daerah.
pendapatan. daerah. daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang
menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata
ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana
pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang
dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Sumedang Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka
menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang
kabupaten.

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan
memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan
rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau
kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang
dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016:
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu KLHS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam
penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional,
RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
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Penentuan Isu-isu Strategis
Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Perubahan
RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan
kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat
beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu
strategis. Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-
kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian
sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan
masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan
daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta
perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengelolaan pendapatan daerah, sebelum merumuskan isu strategis,
maka perlu dirumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh
OPD, yaitu:

Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah
dan Rumusan Solusinya

No

Aspek Permasalahan Solusi

Permasalahan dalam | 1. Belum  optimalnya | 1. Penyelenggaraan pajak

Bidang Pengelolaan layanan pajak dan keliling;

Sistem Informasi retribusi daerah 2. Peningkatan

Pendapatan Daerah pelayanan pajak
daerah;

3. Peningkatan
kompetensi pegawai;

4. Penataan unit layanan
(pembayaran pajak
daerah);

5. Penyusunan standar
operasional prosedur
pelayanan pajak;

2. Kualitas (akurasi dan | 1. Pengembangan
kecepatan) verifikasi (integrasi dengan
masih rendah; sistem Instansi lain)

system informasi

perpajakan
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No Aspek Permasalahan Solusi
3. Belum adanya | 2. Pemeliharaan system
dukungan system informasi perpajakan;
yang terintegrasi . Pendidikan dan
pelatihan kader pajak
daerah;

. Sosialisasi layanan
pajak;

. Pengadaan sarana dan
prasarana pelayanan
pajak daerah.

2 | Permasalahan dalam . Kualitas (akurasi . Pengadaan dan
Bidang Pengelolaan dan kecepatan) peningkatan
Pendapatan Daerah layanan pendataan kompetensi pegawai

masih rendah . Pengadaan sarana dan
. Belum adanya prasarana pendukung
implementasi pendataan dan
regulasi yang penilaian pajak daerah
memberi efek jera . Pemutakhiran peta
kepada wajib pajak blok/SIG
yang tidak . Pemutakhiran data
memberikan data objek pajak daerah
sesuai prosedur . Kajian analisis potensi
. Masih lemahnya pajak daerah
analisis pendataan . Penggalian potensi
dan penilaian pajak daerah
(pengkajian potensi
daerah)
. Belum optimalnya
pemutakhiran data
objek pajak daerah
. Belum memiliki data
potensi pendapatan
daerah
3 | Permasalahan dalam . Kualitas (akurasi . Pembinaan terhadap

Pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan

Daerah

dan kecepatan)
layanan penetapan
dan penagihan
masih rendah

. Kesadaran

masyarakat dalam
kewajiban pajak
masih rendah

. Belum dilakukan

Penerapan sanksi
kepada wajib pajak
yang melanggar

. Ketersediaan data

piutang yang tidak
valid

tenaga kolektor desa;

. Penyampaian surat

ketetapan pajak
daerah;

. Penagihan surat

ketetapan pajak
daerah;

. Sosialisasi layanan

pajak

. Verifikasi lapangan

data piutang;

. Penertiban pajak

daerah;

. Rekonsiliasi data

realisasi pajak daerah.
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No Aspek Permasalahan Solusi

4 | Permasalahan dalam | 1. Belum tersedianya . Optimalisasi regulasi
Perencanaan dan system yang baku pajak  daerah dan
Pengembangan dalam perencanaan retribusi daerah

penerimaan
pendapatan;

. Belum adanya

system terpadu
untuk mendorong
peningkatan
retribusi;

. Belum optimalnya

fungsi pengawasan,
pengendalian, dan
evaluasi terhadap
OPD yang
memungut retribusi;

. Belum adanya

penindakan yang
tegas terhadap wajib
pajak;

. Pengembangan sistem

penerimaan
pendapatan daerah

. Pengawasan dan
monitoring
pemungutan pajak

. Penyuluhan sadar
pajak daerah

. Pemberian
penghargaan patuh

daerah dan retribusi
daerah

pajak daerah

Rumusan solusi atas permasalahan pada masing-masing aspek

pelayanan di

atas,

kemudian dirumuskan Isu-isu strategis atas

permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan
tugas dan fungsi Badan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Isu Strategis
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

No

Aspek

Permasalahan

Isu-Isu
Strategis

Permasalahan
dalam Bidang
Pengelolaan

Sistem Informasi

Pendapatan
Daerah

. Belum optimalnya

layanan pajak

. Kualitas (akurasi

dan kecepatan)
verifikasi masih
rendah

. Belum adanya

dukungan system
yang terintegrasi

Permasalahan
dalam Bidang
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

. Kualitas (akurasi

dan kecepatan)
layanan pendataan
masih rendah

. Belum adanya

implementasi
regulasi yang
memberi efek jera
kepada wajib pajak
yang tidak
memberikan data
sesuai prosedur

. Masih lemahnya

analisis pendataan
dan penilaian

Masih
rendahnya
penerimaan
pendapatan
daerah
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No

Aspek

Permasalahan

Isu-Isu
Strategis

Belum optimalnya
pemutakhiran data
pajak daerah
Belum memiliki
data potensi
pendapatan daerah

Permasalahan
dalam
Pengendalian dan
Evaluasi
Pendapatan
Daerah

. Kualitas (akurasi

dan kecepatan)
layanan penetapan
dan penagihan
masih rendah
Kesadaran
masyarakat dalam
kewajiban pajak
masih rendah
Belum dilakukan
Penerapan sanksi
kepada wajib pajak
yang melanggar
Ketersediaan data
piutang yang tidak
valid

Permasalahan
dalam
Perencanaan dan
Pengembangan

. Belum tersedianya

system yang baku
dalam perencanaan
penerimaan
pendapatan

Belum adanya
system terpadu
untuk mendorong
peningkatan
retribusi

Belum optimalnya
fungsi pengawasan,
pengendalian, dan
evaluasi terhadap
OPD yang
memungut retribusi
Belum adanya
penindakan yang
tegas terhadap
wajib pajak

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari
aspek permasalahan dalam pelayanan pendapatan daerah adalah masih
rendahnya penerimaan pendapatan daerah.

Dari isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan pendapatan
daerah adalah Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Perubahan RPJMD
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan
dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari Bapenda
adalah:

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Tujuan Bapenda dalam 5 tahun mendatang di atas dirumuskan
melalui analisis pohon masalah di bawah sehingga juga dapat
dirumuskan indikator sasaran untuk setiap isu-isu strategis. Berikut ini
adalah analisis pohon masalah dan tujuan serta indikator ukuran
keberhasilan Bapenda:

Belum optimalnya
pelayanan pajak dan
retribusi daerah

Masih rendahnya
penerimaan
pendapatan daerah

Gambar 4.1 Analisa Pohon Masalah

Terwujudnya pelayanan
pajak dan retribusi daerah

Meningkatnya
penerimaan
pendapatan daerah

Gambar 4.2 Analisa Pohon Tujuan

Persentase Potensi
Pajak Daerah

Nilai survey
kepuasan Persentase wajib Persentase rata- Cakupan
masyarakat pajak yang rata wajib pajak regulasi PDRD
terdata dan ang membavar yang relevan
pelayanan terdaftar yang Y
pajak daerah

Gambar 4.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)
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Berdasarkan bagan analisis pohon masalah/tujuan dan indikator
ukuran keberhasilan di atas, dapat ditentukan tabel tujuan dan sasaran
jangka menengah Bapenda sebagai Perangkat Daerah dan dalam
Perubahan RPJMD di bawah.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

(Sebelum Perubahan)

No Tujuan Indl.k ator Sasaran L Formulasi Sumber Data
Tujuan Sasaran
Perbandinga
n Realisasi
Persentase
Persentase PAD Pendapatan
PAD Terhadap Asli Daerah
Terhadap
. Pendapatan (PAD) dengan
Meningkatnya . Pendapatan Lo
p . Meningkatnya Realisasi Badan
enerimaan :
1 Paiak dan Penerimaan Pendapatan Pengelolaan
Ja- . Pendapatan Pendapatan
Retribusi Daerah -
. Daerah Tingkat Daerah
yang Optimal Indeks Indeks
Kepuasan
Kepuasan Kepuasan Masvarakat
Masyarakat Masyarakat o
Terhadap
Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah
Jumlah Nilai
A.S peky arllg Laporan
dievaluasi enilaian
(Perencanaa pent
. Sakip
n Kinerja, Perangkat
Nilai Sakip Nilai Sakip Pengukuran g
L2 Daerah yang
Perangkat Perangkat Kinerja, .
dirilis oleh
Daerah Daerah Pelaporan
Kinerja Inspektorat
Evaluas,i (Permenpan
Kinerja dan RB Nomor 12
Cap ajan Tahun 2015)
Kinerja)
. . Jumlah
Tinglat Tinglat Realisasi Hasil Realisasi
Penyerapan Penyerapan
Anggaran Anggaran
Anggaran Anggaran Terhad terhadap P
Meningkatkan Perangkat . Perangkat erhadap crhadap fagu
. L Meningkatnya Pagu Anggaran
Kualitas Kinerja Daerah : Daerah
L Kapasitas dan Anggaran
dengan Prinsip o1
9 Tata Kelol Kapabilitas
ata fefola Internal Jumlah Jumlah
Pemerintahan Perangkat Inovasi Yang | Inovasi yang
yang Baik (Good Jumlab Daerah. Jumlah Dihasilkan dihasilkan
Governance) Inovasi Inovasi
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Jumlah Nilai
Komponen Lapf)lre.ln
Pengungkit peéukalan
(Manajemen Indeks
Perubahan, Pembangunan
Indeks . Indeks ' Penataan Zona .
Reformasi Reformasi Tata Integritas
Birokrasi Birokrasi Laksana Perangkat
Perangkat Perangkat Penataan Daerah yang
Daerah Daerah Sistemn dirilis oleh
Manajemen Inspektorat
SDM (Permenpan
Pen gh atan RB Nomor 10
Akuntabilitas Tahun 2019)
Kinerja,
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Tujuan

Indikator
Tujuan

Sasaran

Indikator
Sasaran

Formulasi

Sumber Data

Penguatan
Pengawasan,
Penguatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

(Setelah Perubahan)
TARGET
INDIKATOR INDIKATOR
URUSAN TUJUAN TUJUAN SASARAN SASARAN SATUAN KONDISI AWAL KONDISI AKHIR FORMULASI
2021 | 2022 2023
Meningkatnya .
X Indeks Meningkatnya . L
KEUANGAN | Jualitas Kepuasan Penerimaan Persentase PAD Persen 15.30 17.03 | 17.77 | 18.99 18.99 Perbandingan Realisasi PAD
Pelayanan terhadap pendapatan dengan Realisasi Pendapatan
. Masyarakat Pendapatan Daerah
Publik
Jumlah Nilai Aspek yang
Nilai SAKIP o dievaluasi (Perencanaan Kinerja,
Perangkat gi:;:f KIP Perangkat Kategori BB A A A A Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Meningkatnya | Daerah Meningkatnya Kinerja, Evaluasi Kinerja dan
NON Akuntabilitas kapasitas dan Capaian Kinerja)
URUSAN Kinerja dan kapabilitas internal
Keuangan perangkat daerah
. . . . WTP WTP WTP .. Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Opini BPK Opini BPK Opini WTP Opini Opini | Opini Opini WTP Opini Keuangan Perangkat Daerah

Dari Tabel diatas, terdapat perubahan tujuan indikator Urusan dari sebelum perubahan terdapat 2 indikator tujuan dan 2
indikator sasaran jangka menengah menjadi 1 indikator tujuan serta 1 indikator sasaran. Perubahan indikator tujuan Non Urusan
terdapat perubahan dari sebelum perubahan terdapat 4 indikator tujuan menjadi 2 indikator tujuan serta sasaran yaitu Nilai
SAKIP Perangkat Daerah dan Opini BPK.
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4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 tersaji pada Tabel
di bawah ini.

TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

(Sebelum Perubahan)

q Indikator . Kondisi TARGET Kondisi
No Tujuan Sasaran . . Formulasi Satuan q Sumber Data
Kinerja Utama Awal Akhir
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya .
Penerimaan Pajak Meningkatnya Persentase PAD E:i:;girgsg
1 dan Retribusi Penerimaan Terhadap . Persen 16.47 17.03 17.77 18.99 20.29 21.67 21.67
dengan Realisasi
Daerah yang Pendapatan Daerah Pendapatan
Optimal Pendapatan
P Badan
Pengelolaan
Pendapatan
Indeks . Daerah
Tingkat Kepuasan
Kepuasan Masvarakat
Masyarakat Y Poin 77.34 85 87 90 91 91 91
. terhadap Pelayanan
Pelayanan Pajak .
Pajak Daerah
Daerah
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(Setelah Perubahan)
Kondisi
. Indikator Kinerja . Awal TARGET Kondisi
No Tujuan Sasaran Formulasi Satuan . Sumber Data
Utama Akhir
Tahun 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya Meningkatkan Persentase PAD Perbandingan Badan Pendapatan
1 Penerimaan Penerimaan Terhadap Realisasi PAD dengan Persen 15,30 17.03 17.77 18.99 18.99 Daerahp
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Realisasi Pendapatan

Dari Tabel diatas, dapat dilihat Indikator Kinerja Sasaran (IKU) pada Tahun 2019-2020 (sebelum perubahan) terdapat 2

indikator sasaran yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah.
Indikator Kinerja Sasaran (IKU) pada Tahun 2021-2023 (sesudah perubahan) pada Badan Pendapatan Daerah menjadi 1

Indikator kinerja yaitu, persentase PAD terhadap Pendapatan.
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Tabel 4.3
Indikator Kinerja Sasaran (IKU)
Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)
Tahun 2019-2020
(Sebelum Perubahan)

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)
Tahun 2021-2023
(Sesudah Perubahan)

Persentase PAD terhadap
Pendapatan

Persentase PAD terhadap
Pendapatan

Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Pajak Daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

5.1.1.

Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan
pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda). Dalam mengemban tugas dan
kewenangannya, Badan Pendapatan Daerah harus memiliki
acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada
koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara
nyata baik oleh pemerintah, aparatur maupun masyarakat.
Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi
sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang
dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih
tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis
SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat
dijelaskan dengan matriks sebagai berikut:

Matriks Analisis SWOT

CrZ2AES2 -~

EKSTERNAL

PELUANG ANCAMAN/TANTANGAN
K
E
Ié Strategi Kd I : Strategi Kd II :
A Memanfaatkan kekuatan Bfleri%glll;iiaiﬁz:ﬁuséin
T untuk merebut peluang & &
A ancaman
N
K
E
L Strategi Kd III :
E 9 ’ Strategi Kd IV :

Menghilangkan .
M Menghilangkan kelemahan
kelemahan untuk merebut .

A peluang untuk mengatasi ancaman
H
A
N

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi
apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan
Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman.
Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan
Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis
dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.



2. Menentukan
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faktor-faktor

yang akan dipilih.

3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah

yang paling tepat antara lain dengan menggunakan
(kekuatan/ strengths,
peluang/ opportunities,
langkah-langkah sebagai

metode

kelemahan/weaknesses,
tantangan/ threats),

berikut:

SWOT

dengan

yang

Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis
Internal dan Eksternal

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) :

a. Peraturan
Perundang-
undangan
mendukung
pengelolaan
Pendapatan Daerah;

b. Koordinasi dan
kerjasama yang kuat

yang

dengan instansi
pusat;
c. Adanya potensi

pajak (belum adanya
pemetaan potensi;

d. Adanya potensi
pemanfaatan
teknologi informasi

dan komunikasi.

Tantangan (T):

a. Kondisi
perekonomian
daerah belum
berkembang;

b.Penyaluran
transfer yang
kurang  konsisten
(jumlah dana yang
dialokasikan
dengan realisasi);

c. Adanya oknum
wajib pajak yang
belum taat;

dana

Kekuatan (S): Alternatif Strategi Alternatif Strategi
a. Jumlah pegawai | (S-0): (S-T):
telah memadai a. Melakukan Peningkatan
b. Adanya komitmen pemetaan  potensi sosialisasi kepada
pimpinan dalam daerah yang dapat masyarakat tentang
mewujudkan tujuan berdampak pada pentingnya  pajak
organisasi peningkatan dan retribusi
pendapatan daerah daerah;
dan strategi
pemanfaatannya,;
b. Meningkatkan
kapasitas sumber
daya pengelola
pendapatan daerah
untuk menggali
potensi daerah;
Kelemahan (W): Alternatif Strategi Alternatif  Strategi
a. Masih  kurangnya | (W-O): (W-T):
sarana dan | a. Penguatan 1. Peningkatan
prasarana dalam kapasitas kesadaran dan
mengoptimalkan kelembagaan kepatuhan  wajib
pelayanan dinas; pengelolaan pajak daerah.
b. Kualitas pegawai pendapatan daerah; | 2. Peningkatan

belum memadai;

penegakan regulasi

mempengaruhi
keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah

dan
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c. Standar operasional | b. Peningkatan pajak dan retribusi
prosedur belum kapasitas SDM daaerah;
lengkap; pengelola
d. Belum memiliki pendapatan daerah;
SOTK yang jelas
(masih terdapat

overlapping fungsi
antar unit kerja);

e. Masih lemahnya
kompetensi
pegawai.

5.1.2.

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan
diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan
arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pemungutan
dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan baik
serta perencanaan pendapatan daerah yang optimal. Dengan
tujuan yang telah ditetapkan, maka Bapenda Kabupaten
Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat
berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan
strategi pemanfaatannya,;

2. meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola
pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah;

3. penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan
pendapatan daerah;

4. peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan
daerah;

5. peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang
pentingnya pajak dan retribusi daerah;

6. peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
daerah; dan

7. peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi
daerah.

Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda Kabupaten
Sumedang adalah:

1. meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;

2. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan
pendapatan daerah;

3. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut
dan pengelola pendapatan daerah;

4. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat
dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan

5. meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi
daerah;

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi
dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.1
dan Tabel 5.2
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Tabel 5.1.
Sasaran dan Strategi
Badan Pendapatan Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023
Misi : Menata Birokrasi Pemerintah yang Responsif dan Bertanggungjawab secara Profesional dalam pelayanan Masyarakat

Sasaran

Indikator Sasaran

Strategi Renstra

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan
Daerah

Persentase PAD terhadap Pendapatan

Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan
pendapatan daerah

Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat
berdampak pada peningkatan pendapatan daerah
dan strategi pemanfaatannya

Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang
pentingnya pajak dan retribusi daerah

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
daerah

Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola
pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah

Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan
daerah

Penyusunan regulasi PDRD

Peningkatan Penegakan Regulasi Pajak dan Retribusi
Daerah

Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas
Internal Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Kinerja
Perangkat Daerah
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Tabel 5.2.

Sasaran dan Arah Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah

Arah Kebijakan

Sasaran
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Meningkatnya Penerimaan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan
Pendapatan Daerah kapasitas pemanfaatan potensi | kualitas dan penegakan regulasi | penegakan regulasi
kelembagaan daerah yang dapat kompetensi SDM pajak dan retribusi | pajak dan retribusi
pengelolaan dimanfaatkan untuk | pemungut dan daerah daerah

pendapatan daerah

peningkatan PAD

Meningkatnya
pemanfaatan potensi
daerah yang dapat
dimanfaatkan untuk
peningkatan PAD

Meningkatkan
kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat dalam
membayar pajak dan
retribusi daerah

Meningkatkan
kesadaran dan
kepatuhan
masyarakat dalam
membayar pajak dan
retribusi daerah

pengelola
pendapatan daerah

Meningkatkan
kualitas dan
kompetensi SDM
pemungut dan
pengelola
pendapatan daerah

Meningkatkan
kualitas dan
kompetensi SDM
pemungut dan
pengelola
pendapatan daerah

Meningkatkan
penegakan regulasi
pajak dan retribusi
daerah

Meningkatkan
penegakan regulasi
pajak dan retribusi
daerah

Meningkatkan
penegakan regulasi
pajak dan retribusi
daerah

Meningkatkan
Akuntabilitas

Meningkatkan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Meningkatkan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan

Meningkatkan
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
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Arah Kebijakan

Sasaran
Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5
Meningkatnya Kapasitas dan | Meningkatkan Penyelenggaraan
Kapabilitas Internal Akuntabilitas Pemerintahan
Perangkat Daerah Penyelenggaraan

Pemerintahan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan
Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang
dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) tahun 2018-2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Badan, maka ditetapkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang
menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan pada intinya
bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia
aparatur pengelola pendapatan daerah, peningkatan dan pengembangan
pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan pajak
daerah terhadap masyarakat.

6.1. Rencana Program Badan Pendapatan Daerah
Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan
Program pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada setiap
SKPD:
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari program-program di atas adalah untuk penyediaan
sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan
sebagai penunjang kegiatan wurusan SKPD dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal
Badan.

kW

o

B. Program Urusan SKPD:
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6.2. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Lima Tahun Ke Depan

Dari Program di atas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan
sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
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Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD; dan

Koordinasi dan Penyusunan  Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya,;
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi; dan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

o

o R

= 50

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

a.
b.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.

b.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
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Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

a.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan;

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya; dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1.

Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah

1.
2.

10.
. Penagihan Pajak Daerah;
12.
13.

11

14.

Perencanaan pengelolaan pajak daerah;

Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan
kebijakan pajak daerah;

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah;
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah;

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah;

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

. Penetapan Wajib Pajak Daerah;

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
dan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.
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Tabel 6.1.a (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif

Kabupaten Sumedang
(Sebelum Perubahan)

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

INDIKATOR DATA AWAL
PROGRAM KINERJA TAHUN PERANGKAT DAERAH
NO TUJUAN SASARAN KODE DAN SATUAN LOKASI
J KEGIATAN PROGRAM DAN PERENCANAAN [LEHUNZ O/ LAHUNIZ020 PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (TAHUN 2018)
Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 19 21
Menm.gkatnya ) Program
penerimaan Meningkatnya Pengembangan
1 pa]a.k da.n penerimaan Pengelolaan BADAN PENGELOLAAN KAB. SUMEDANG
retribusi pendapatan PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan
daerah yang daerah
. Daerah
optimal
Persentase
o . .
Potensi Pajak Persen | ©0% daripotensi 75% 80%
pajak daerah
Daerah
Pengadaan alat Jumlah alat
perekam transaksi perekam transaksi Buah 45 buah 780.000.000 45 buah 750.000.000
di Wajib Pajak di wajib pajak
Pengadaan Sarana Jumlah sarana
Pendukung pendukung BUah
Penilaian PBB penilaian PBB
Pembuatan Peta Jumlah peta blok
blok/SIG PBB di kecamatan Kecamatan 2 kec 180.000.000
gggém' PetaBlok | . lah kec Kecamatan 6 kec 730.000.000 5 kec 600.000.000
(Verifikasi Basis
Data PBB) jumlah wajib pajak Wajib 20.000 WP 330.000.000 20.000 WP 300.000.000
Pendataan Data Pajak
PBB
Pemutakhiran . - . Wajib
Data Objek PBB jumlah wajib pajak Pajak 2.500 WP 173.600.450 2.500 WP 75.000.000
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Pendataan dan
Penilaian
Individual PBB P2

jumlah wajib pajak

Wajib
Pajak

100 WP

130.000.000

100 WP

100.000.000

Rekonsiliasi Data
PBB P2

jumlah desa/kel

Desa/Kel

277 desa/kel

110.000.000

277 desa/kel

80.000.000

Pemutahiran Data
Potensi Pajak
lainnya

jumlah jenis pajak

Jenis Pajak

7 jenis pajak

130.000.000

7 jenis pajak

100.000.000

Kajian Analisis
Potensi Pajak
Daerah

jumlah jenis pajak

Jenis Pajak

7 jenis pajak

830.000.000

7 jenis pajak

800.000.000

Penyusunan Zona
Nilai Tanah/Nilai
Indikator Rata-
rata (ZNT/NIR)
Desa dan
Kelurahan

jumlah dok

Dokumen

1 dokumen

230.000.000

1 dokumen

200.000.000

Intensifikasi
Pendataan dan
Penilaian Pajak
lainnya

jumlah jenis pajak

Jenis Pajak

7 jenis pajak

230.000.000

7 jenis pajak

200.000.000

Cakupan Regulasi
PDRD yang
Relevan

Persen

80 % dari jumlah
regulasi PDRD
yang seharusnya
ada

90%

100%

Evaluasi
Pendapatan Asli
Daerah

jumlah dok

Dokumen

4 Dok

115.500.000

4 Dok

87.975.000

Evaluasi dan
Pelaporan
Penerimaan Dana
Perimbangan

Intesifikasi
Pengelolaan
Potensi Bagi Hasil
Pajak dari
Provinsi

jumlah
pelaksanaan
intensifikasi/orang

Orang/Kali

600 org (8 Kali / 75
Org)

65.000.000

600 org (8 Kali / 75
Org)

40.250.000

Pengelolaan
Potensi Bagi Hasil
Pajak dari
Provinsi

persentase wajib
pajak daerah

Persen

60% dari potensi
wajib pajak daerah

174.000.000

70% dari potensi
wajib pajak daerah

131.100.000

Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Potensi Bagi Hasil
Pajak
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Perhitungan Dana
Bagi Hasil Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan
Alokasi Dana Desa

jumlah dok

Dokumen

4 Dok

76.700.000

6 Dok

53.705.000

Pengawasan dan
Monitoring
Pemungutan Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah

jumlah dok

Dokumen

12 Dok

190.000.000

12 Dok

172.500.000

Penyusunan
Kebijakan
Pendapatan
Daerah

jumlah dok

Dokumen

1 Dok

112.000.000

1 Dok

94.300.000

Penyusunan
Perencanaan dan
Laporan
Pendapatan
Daerah

jumlah dok

Dokumen

4 Dok

84.000.000

4 Dok

62.100.000

Penyusunan
Rencana Target
Pendapatan
Daerah

Pemberian
Penghargaan
Bidang Pajak
Daerah

jumlah dok

Dokumen

1 Dok

480.234.825

1 Dok

483.766.348,75

Bintek
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

jumlah kec/orang

Kecamatan

26 Kec

155.000.000

26 Kec

126.500.000

Sosialisasi Pajak
Daerah

jumlah orang/kali

Orang/Kali

560 org (8 Kali / 70
Org)

130.000.000

560 org (8 Kali / 70
Org)

115.000.000

Pelaporan dan
Evaluasi
Pendapatan, DBH
Provinsi dan DBH
Pusat

jumlah dok

Dokumen

12 Dok

130.000.000

12 Dok

115.000.000

Persentase Rata
Rata Wajib Pajak
yang membayar

Persen

70 % dari Wajib
Pajak Daerah

80%

85%

Pembinaan Tata
Cara Pembayaran
Pajak Daerah

jumlah jenis pajak

Jenis Pajak

Seteron PBB P2

180.000.000

11 Jenis Pajak

150.000.000
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Penyampaian
SPPT Pajak Bumi jumlah SPPT SPPT 804.260 sppt 2.529.092.650 804.260 sppt 2.488.996.300
dan Bangunan
Intensifikasi
Py Pajak
emungutan Pajak | o 1ok jenis pajak | Jenis Pajak 6 Jenis Pajak 280.000.000 6 Jenis Pajak 250.000.000
Daerah dan
Retribusi Daerah
Sosialisasi
Layanan Pajak
Peningkatan
Realisasi PBB jumlah SPPT SPPT 803.135 SPPT 407.000.000 803.135 SPPT 377.000.000
Buku 1,2dan 3
Penyelesaian jumlah piutan, Nilai
Piutang Pajak Jumiah piutang : 2 Milyar 130.000.000 2 Milyar 100.000.000
pajak daerah Piutang
Daerah
Penertiban Pajak
Daerah dan jumlah jenis pajak Jenis Pajak 6 Jenis Pajak 272.000.000 6 Jenis Pajak 250.000.000
Retribusi Daerah
Operasi Sisir Pajak
Bumi dan jumlah SPPT SPPT 1.125 SPPT 100.000.000 1.125 SPPT 80.000.000
Bangunan Buku 4
dan Buku 5
Rekonsiliasi
Realisasi
Penerima Pajak jumlah desa/kel Desa/Kel 270 Desa 7 Kelurahan 130.093.750 270 Desa 7 Kelurahan 100.093.750
Bumi dan
Bangunan
Nilai Survey
Kepuasan
Masyarakat Poin 77.34 85 87
Pelayanan Pajak
Daerah
Pembuatan dan . .
jumlah sistem
Pengembangan . X
Sistem Informasi informasi
pengelolaan Sistem 3 685.187.250 4 750.000.000
Pengelolaan
pendapatan
Pendapatan
daerah
Daerah
Pembinaan dan
Penyuluhan Pajak jumlah orang Orang/Kali 243 orang 182.461.000 243 orang 155.000.000
Daerah
Cetak
Administrasi
Pengelolaan PBB jumlah sppt SPPT 900.000 SPPT 479.679.450,00 900.000 SPPT 477.992.601,25
Perdesaan

Perkotaan P2
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Pelayanan Pajak

jumlah berkas

Daerah dan pajak dan retribusi Berkas 12.000 Berkas 293.965.750 12.000 Berkas 330.000.000
Retribusi Daerah daerah
Bimbingan Teknis
P lolaan PBB jumlah
engelolaan Jumiah orang Orang 208 orang 138.267.000 208 orang 130.000.000
Perdesaan peserta
Perkotaan P2
Verifikasi dan ‘umlah berkas
Validasi Pajak ) o Berkas 12.000 Berkas 140.153.500 12.000 Berkas 140.000.000
validasi
Daerah
Perekaman data jumlah berkas data
objek subjek Pajak objek subjek pajak Berkas 20.000 Berkas 191.177.125 20.000 Berkas 180.000.000
PBB PBB
Penyelenggaraan | o 4 cistem Sistem 1 Sistem 230.000.000 1 unit Mobil 600.000.000
Pajak Keliling
Peningkatan
Kopentensi jumlah orang Orang 7 orang 79.000.000
Pegawai
JUMLAH URUSAN 12.014.112.750 11.246.279.000
Meningkatkan
Kualitas
Kinerja Meningkatnya
dengan Kapasitas dan
Prinsip Tata Kapabilitas BADAN PENGELOLAAN
Kelola Internal B BB BB PENDAPATAN DAERAH KAB. SUMEDANG
Pemerintahan Perangkat
yang Baik Daerah
(Good
Governance)
0 1 2
Prosentase
Program Kesesuaian
Pengembangan Pelaporan
Sistem Pelaporan Kinerja dengan Persen 100% 100% 100%
Capaian Kinerja standar
dan Keuangan pelaporan
Kkinerja
Penyusunan Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja Laporan Kinerja Dokumen 100% 100.000.000 8 Dok 100.000.000

SKPD

SKPD
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Persentase
Kesesuaian
Program
s dokumen
Peningkatan erencanaan
Perencanaan dan IS]KPD dengan Persen 100% 100% 100%
Penganggaran dokumeng
SKPD
penganggaran
SKPD
Penyusunan Jumlah Dokumen
gz;zz;ag;ar';:a“ iz;egr;;'c‘g“;z:a“ Dokumen 100% 100.000.000 13 Dok 100.000.000
SKPD SKPD
94,26 100% 98
Program Cakupan
Pelayanan Pelayanan o o o
Administrasi Adminitrasi Persen 100% 100% 100%
Perkantoran Perkantoran
Penyediaan —
Publikasi Jumlah Publikasi, 20 Spanduk, 80
Dekorasi'dan Dekorasi dan Buah 100% 200.000.000 Publikasi di Media, 1 220.000.000
Dokumentasi Dokumentasi Stand Pameran
Prosentase
Program Kesesuaian
Pengembangan Pelaporan
Sistem Pelaporan Kinerja dengan Persen 100% 100% 100%
Capaian Kinerja standar Akutansi
dan Keuangan Pemerintah
Daerah
Penyusunan Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan | Laporan Keuangan Dokumen 100% 100.000.000 12 Laporan 110.000.000
SKPD SKPD
56,05% 65% 70%
Program Cakupan
Pelayanan Pelayanan o o
Administrasi Adminitrasi Persen 100% 100%
Perkantoran Perkantoran
iz:‘z’j:i‘i:;]asa ’Iz‘::;i];l]]fzzl 64.000 kwh, 200 64.000 kwh, 200
b . enis Mbps, 2 Line Tlp, dan 1 320.200.000 Mbps, 2 Line Tlp, dan 331.727.200
Sumber Daya Air, Sumber Daya Air
dan Listrik dan Listrik website 1 website
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58 Jenis ATK, 500 bh
Materai, 79 Jenis
Cetakan, 20.000 Lbr

58 Jenis ATK, 500 bh
Materai, 79 Jenis
Cetakan, 20.000 Lbr

peednn | peyann e s e
}_I . . Administrasi Jenis X - 1.185.096.800 . - 1.227.760.285
Administrasi Perkantoran Minuman, 7 jenis Minuman, 7 jenis
Perkantoran Logistik, 12 OK Logistik, 12 OK
Honorarium Non ASN, Honorarium Non ASN,
12 Ok Uang Lembur 12 Ok Uang Lembur
AsN dan Non ASN AsN dan Non ASN
Penyediaan Bahan Jumlah Bahan
Bacaan dan Bacaan dan - A
Peraturan Peraturan Jenis 15 jenis Koran dan 16.440.000 | L3 jenis Koran dan 17.031.840
majalah majalah
Perundang- Perundang-
undangan undangan
Rapat-rapat Jumlah Rapat 63 Ok dalam Provinsi, 63 Ok dalam Provinsi,
Koordinasi dan Koordinasi dan Kali 8 OK Prov. DKI dan 300.000.000 | 80K Prov. DKldan 310.800.000
. A Banten, 3 OK Luar Banten, 3 OK Luar
Konsultasi Konsultasi
Pulau Jawa Pulau Jawa
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa
Tenaga Tenaga
Operasional Operasional Orang 6 Orang Satpam 187.400.000 6 Orang Satpam 194.146.400
Pengamanan Pengamanan
Penyediaan Jasa Jasa Kebersihan Orang 6 Orang Cleaning 151.400.000 | ©Orans Cleaning 156.850.400
Kebersihan Service Service
Pengelolaan
Sistem Informasi
Perangkat Daerah
Penyusunan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Program Cakupan
Peningkatan Peningkatan
Sarana dan sarana dan Persen 100% 100%
Prasarana Prasarana
Aparatur aparatur
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
9 Jenis Alat Listrik dan 9 Jenis Alat L}smk
Pengadaan Jumlah Elektronik, 20 Jenis dan Elektronik, 20
Perlengkapan dan Perlengkapan dan Jenis . 200.000.000 Jenis Alat Rumah 207.200.000

Peralatan Kantor

Peralatan Kantor

Alat Rumah Tangga, 5
unit PC, 5 Unit Printer

Tangga, 5 unit PC, 5
Unit Printer
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Penataan Halaman

Jumlah Halaman

1 unit Mushola, 1 unit

1 unit Mushola, 1 unit

Kantor/Gedung Kantor / Gedung Jenis 350.000.000 362.600.000
. Taman Kantor Taman Kantor

Kantor Kantor yang ditata

Pemeliharaan Jumlah Gedung 1 unit gedung, 1 unit 1 unit gedung, 1 unit

Rutin/Berkala Kantor yang Jenis gudang, 2 unit tempat 150.000.000 gudang, 2 unit tempat 155.400.000

Gedung Kantor dipelihara parkir parkir

Pemeliharaan Jumlah Kendaraan

Rutin/Berkala Dinas/Operasional Unit 8 unit Roda 4, 67 unit 311.975.000 | S unitRoda4,67unit 323.206.100

Kendaraan Dinas P Roda 2 Roda 2

. yang dipelihara

Operasional

Pemeliharaan Jumlah

Rutin/Berkala Perlengkapan dan 1 unti Genset, 10 unit 1 unti Genset, 10 unit

Perlengkapan dan Peralatan . PC. 5 unit Printer, 1 bh PC. 5 unit Printer, 1

Peralatan Kantor/Gedung Jenis TV, 23 bh AC, 2 Kali 50000000 |\ ry 23 bh A, 2 51800000

Kantor/Gedung Kantor yang Mebeulair Kali Mebeulair

Kantor dipelihara

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Tidak

Bermotor

Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Program Cakupan

Peningkatan Peningkatan Persen 100% 100% -

Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur

Pengadaan

Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapan

Pengadaan

Pakaian Kerja

Lapangan

Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Pengadaan Sarana

dan Prasarana

Olah Raga

Program Cakupan

Penigkatan Peningkatan

Kapasitas Kapasitas Persen 100% 100%

Sumber Daya Sumber Daya

Aparatur Aparatur
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Pendidikan dan
Pelatihan Formal

Peningkatan Jumlah Aparatur
Kapasitas an menp ikuti 10 OK Pendidikan dan 10 OK Pendidikan
Aparatur yang meng Orang Pelatihan, 1 kali 151.800.000 dan Pelatihan, 1 kali 157.264.800
. peningkatan 5 g X o
Pemerintah N Capacity Building Capacity Building
kapasitas
Daerah
Program Cakupan
Peningkatan Peningkatan
Pengelolaan Pengelolaan o o
Administrasi Administrasi Persen 100% 100%
Kepegawaian Kepegawaian
SKPD SKPD
Jumlah Data 4 kali Honorarirum 4 kali Honorarirum
Pengelolaan Data N ASN dan Non ASN, 7 ASN dan Non ASN, 7
Kepegawaian Kepegawaianyang | Dokumen jenis ATK, 5000 Ibr 35500000 | oo ATK, 5000 Ibr 36.778.000
dikelola
Penggandaan Penggandaan
JUMLAH NON URUSAN 3.909.811.800,00 4.062.565.024,80
JUMLAH URUSAN | 12.014.112.750,00 11.246.279.000,00
JUMLAH NON URUSAN 3.909.811.800,00 4.062.565.024,80
JUMLAH TOTAL | 15.923.924.550,00 15.308.844.024,80
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Tabel 6.1.b (T-C.27)

Kabupaten Sumedang
(Sesudah Perubahan)

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja tujuan,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Sasaran, Program (Outcome), Data Awal
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Kegiatan (Output Sub Satuan Tahun Tahun 2021 Unit Kerja Lokasi
Kegiatan), dan Sub Kegiatan Perencanaan
(Output Aktivasi) Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 13 14
Meningkatkan
Kulaitas Kinerja Meningkatnya Badan
dengan Prinsip Tata Kapasitas dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kabupaten
5.906.677.008 Pendapat;
Kelola Pemerintahan Kapabilitas Internal 1 PEMERINTAHAN DAERAH 1 e;a:rpaahan Sumedang
yang Baik (Good Perangkat Daerah
Governance)
Jumlah Laporan Penyusunan
P , P , d Sub Bagi Kabupat
1 2.01 erenca.na.an. enganggaran, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Persen 100% 100% 108.301.450 ub bagian abupaten
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah e Program Sumedang
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
P Dok P lah Dok P Bagi K
1 201 enyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 5 dokumen 18.394.700 Sub Bagian abupaten
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Program Sumedang
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Sub Bagian Kabupaten
1 2.01 i Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Dokumen 1 Dokumen 9.251.500 8 P
RKA-SKPD Program Sumedang
SKPD
1 501 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen 1 Dokumen 6.163.250 Sub Bagian Kabupaten
Perubahan RKA-SKPD Penganggaran SKPD Program Sumedang
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan P DPA- Sub Bagi Kabupat
1 2.01 oorainast dan Fenyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dokumen 1 Dokumen 11.737.850 ub Baglan abupaten
SKPD Program Sumedang
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sub Bagian Kabupaten
1 2.01 Dok 1 Dok 11.917.700
Perubahan DPA-SKPD Penganggaran SKPD oxumen oxumen Program Sumedang
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan

) o ) o Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Sub Bagian Kabupaten
2.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi . o Dokumen 4 Dokumen 50.836.450
- Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Sumedang
Kinerja SKPD
Administrasi K P kat Jumlah L Administrasi Sub Bagi Kabupat
202 ministrasi Keuangan Perangka umlah Laporan Administrasi Persen 100% 100% 12.502.152.816 ub Bagian abupaten
Daerah Keuangan Perangkat Daerah Keuangan Sumedang
Jumlah | P di Gajid Sub Bagi Kabupat
2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN urmian iaporan renyediaan Gajrdan Dokumen 12 Dokumen 12.396.160.310 ub Bagian abupaten
Tunjangan ASN Keuangan Sumedang
202 Pelaks.a'naan P.e-nata.usahaan dan Jum\a.h Laporér.\ Pe.natausahaan dan Dokumen 5 Dokumen 15.298.000 Sub Bagian Kabupaten
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan Sumedang
Jumlah L Ki
Koordinasi dan Penyusunan Laporan umia aporan euangan ) X
) Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Sub Bagian Kabupaten
2.02 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Dokumen 3 Dokumen 90.764.506
Tahun SKPD dan Laporan Tanggapan Keuangan Sumedang
Semesteran SKPD .
Pemeriksaan
Sub Bagian
Administrasi K ian P kat Jumlah L Administrasi u , Aset Kabupat
2.05 ministrasi Kepegawaian Perang umla af)oran ministrasi Persen 100% 100% 124.599.000 mum, Ase abupaten
Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
505 Per?gadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Stel 109 stel pakaian 56.580.000 Umum, Aset Kabupaten
Atribut Kelengkapannya Kelengkapannya dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
505 Pend.atvaan Qan Pengola.han Jumlah La‘poran Administrasi Dokumen 12 Data 90.789.000 Umum, Aset Kabupaten
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Data dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
205 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Aparatur yang Mengikuti Umum, Aset Kabupaten
’ Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan - dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagi
o . ) Jumlah Aparatur yang Mengikuti ub Baglan
Bimbingan Teknis Implementasi o ) ) Umum, Aset Kabupaten
2.05 Bimbingan Teknis Implementasi Orang 45 Orang 47.230.000
Peraturan Perundang- Undangan dan Sumedang
Peraturan Perundang-Undangan .
Kepegawaian
Sub Bagian
Jumlah Laporan Administrasi Umum Umum, Aset Kabupaten
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah P Persen 100% 100% 1.097.480.542 P
Perangkat Daerah dan Sumedang

Kepegawaian
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Sub Bagian
506 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Pelayanan Administrasi Komponen 10 Komponen 10.004.400 Umum, Aset Kabupaten
/ Penerangan Bangunan Kantor Perkantoran dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
506 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan lenis 66 Jenis 439.631.139 Umum, Aset Kabupaten
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
Jumlah L P di Peralat u Aset Kabupat
2.06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga umiah ~aporan Fenyediaan Feraiatan Jenis 11 Jenis 28.682.250 mum, Ase abupaten
Rumah Tangga dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
Jumlah L P di Bah u Aset Kabupat
2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor urﬁa' aporan Fenyediaan Sahan Jenis 3 Jenis 85.293.500 mum, Ase abupaten
Logistik Kantor dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Laporan Penyediaan Barang . ) Umum, Aset Kabupaten
2.06 Jenis 40 Jenis 397.359.654
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumiah Laporan Penyediaan Bahan Umum gAset Kabupaten
2.06 v Bacaan dan Peraturan Perundang- Jenis 15 Jenis 15.798.600 ! P
Peraturan Perundang- undangan dan Sumedang
undangan .
Kepegawaian
Sub Bagian
506 Penyelenggara.lan Rapat Koordinasi Jumlah Lapgran.Penyelenggaraén Kali 51 Kali 120.710.999 Umum, Aset Kabupaten
dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
906 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Umum, Aset Kabupaten
’ SKPD Dinamis pada SKPD dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagi
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Laporan Dukungan ub Baglan
) ) . ) X Dokumen Umum, Aset Kabupaten
2.06 Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Laoran 1 Laporan dan Sumedan
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD P . 8
Kepegawaian
. Jumlah Laporan Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik Daerah . Kabupaten
2.07 g ) 9 i Milik Daerah Penunjang Urusan Persen 100% 100% Sub Bagian p
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sumedang

Pemerintah Daerah

Umum, Aset




-66 -

dan
Kepegawaian

Sub Bagian
P d Peralatan dan Mesi u Aset Kabupat
2,07 e.nga aan reraiatan dan Viesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya mum, Ase abupaten
Lainnya - dan Sumedang
Kepegawaian
Sub Bagian
P d S dan P
engadaan >arana dan Frasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Umum, Aset Kabupaten
2,07 Gedung Kantor atau Bangunan )
Lainnva Kantor atau Bangunan Lainnya - dan Sumedang
v Kepegawaian
Sub Bagian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum iset Kabupaten
2.08 ¥ R vang Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 100% 100% 1.666.560.000 ’ P
Pemerintahan Daerah dan Sumedang
Daerah .
Kepegawaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Bagian
P diaan Jasa K ikasi, Sumb U Aset Kabupat
2.08 enveaiaan “asa ROMUNIKASL, SUMBET o hikasi, Sumber Daya Air, dan Jenis 2 Jenis 225.000.000 mum, Ase abupaten
Daya Air dan Listrik o dan Sumedang
Listrik .
Kepegawaian
Sub Bagian
508 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Orang 61 orang 1.441.560.000 Umum, Aset Kabupaten
Kantor Pelayanan Umum Kantor dan Sumedang
Kepegawaian
. L . Sub Bagian
Pemeliharaan Barang milik Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Umnum. Aset Kabupaten
2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan Persen 100% 100% 407.583.200 ’ P
| dan Sumedang
Daerah Pemerintahan Daerah .
Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Bagian
509 Pemeliharaal.w, Pajak dan_Perizinan Pe.meliharaan,. Biaya Pemeliharaa.n, Unit 75 Unit 258.923.200 Umum, Aset Kabupaten
Kendaraan Dinas Operasional atau Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Sumedang
Lapangan Operasional atau Lapangan Kepegawaian
Sub Bagian
509 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Laporan Pemeliharaan Umum, Aset Kabupaten
’ Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya - dan Sumedang
Kepegawaian
Jumlah Laporan Sub Bagian
P lih Rehab ilitasi Ged u Aset Kabupat
2.09 emeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jenis 2 Jenis 49.930.000 mum, Ase abupaten
Kantor dan Bangunan Lainnya dan Sumedang

Kantor dan Bangunan Lainnya

Kepegawaian
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. L Jumlah Laporan Sub Bagian
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Umum, Aset Kabupaten
2 2.09 Prasarana Gedung Kantor atau Unit 31 Unit 98.730.000 ! P
; Prasarana Gedung Kantor atau dan Sumedang
Bangunan Lainnya . .
Bangunan Lainnya Kepegawaian
JUMLAH 15.906.677.008
Meningkatnya
| . Meningkatnya - .
P Pajak P P lol. Pendapat P t Real Pendapatan Asl
enerlm?an.aja Penerimaan 0.2 rogram Pengelolaan Pendapatan resentase Realisasi Pendapatan Asli Persen 15.30% 17.09% 4.916.287.402,00
dan Retribusi Daerah Daerah Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Badan
. Pendapatan Daerah Kabupaten
yang Optimal Pendapatan
Sumedang
Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan o
0.2 2.01 Daerah Persentase Potensi Pajak Daerah Persen 80% 85% 4.916.287.402,00
P lol jak Bi K
2 2.01 erencanaan pengelolaan paja jumlah dokumen Dokumen 10 Dokumen 66.111.900 idang abupaten
daerah Perencanaan Sumedang
Anali -
nalisa dan pengembangan pcﬁjak ‘ Bidang Kabupaten
2 2.01 daerah serta penyusunan kebijakan jumlah dokumen Dokumen 4 Dokumen 173.164.450
. Perencanaan Sumedang
pajak daerah
P luhan dan P barl Bid Kabupat
2 201 enyuiuhan dan Fenyebariuasan jumlah orang Orang 243 Orang 83.704.489 'cang abupaten
Kebijakan Pajak daerah Pelayanan Sumedang
- ol — Bi
) 501 Penyediaan Sar_ana dan Prasarana JurT‘1. ah a.lat perekam transaksi di Buah 45 Buah 291.550.000 idang Kabupaten
Pengelolaan Pajak Daerah Wajib Pajak Pendataan Sumedang
Pendataan dan Pendaft Objek Wajib Bid Kabupat
2 201 endataan dan Fendattaran Lbje jumlah waijib pajak al 20.000 Wajib Pajak 630.887.195 idang abupaten
Pajak Daerah Pajak Pendataan Sumedang
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Jumlah berkas data objek subjek pajak Dokumen Bidang Kabupaten
2 2.01 20.000 Berk: 362.278.368
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah PBB Berkas erkas Pelayanan Sumedang
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perd dan Perkot PBBP2 Bid Kabupat
2 2.01 erdesaan dan Perkotaan ( ) jumlah dokumen Dokumen 1 Dokumen 130.191.000 1aang abupaten
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Pendataan Sumedang
dan Bangunan (BPHTB)
Bidan Kabupaten
2 2.01 Penetapan Wajib Pajak Daerah jumlah desa dan kelurahan Desa/Kel 270 Desa dan 7 Kelurahan 100.000.000 : ) & up
Penagihan Sumedang
Pel dan K Itasi Pajak Dok Bid Kabupat
2 201 elayanan dan Konsultasl Faja Jumlah Berkas Pajak Daerah oxumen 12.000 Berkas 302.000.000 'dang abupaten
Daerah Berkas Pelayanan Sumedang
) 501 Penelitian dan Verifikasi Data jumlah dokumen )

Pelaporan Pajak Daerah
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Bid Kabupat
2.01 Penagihan Pajak Daerah jumlah jenis pajak Jenis 6 Jenis Pajak 2.400.900.000 : a.ng abupaten
Penagihan Sumedang
2.01 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah jumlah piutang pajak - .
P dalian, P ik d Bid Kabupat
2.01 ensendatian, .emerl saan aan Jumlah dokumen Dokumen 12 Dokumen 375.500.000 ‘dang abupaten
Pengawasan Pajak Daerah Perencanaan Sumedang
501 Pembinaan dan P.engéwasan jumlah dokumen )
Pengelolaan Retribusi Daerah -
JUMLAH 4.916.287.402

JUMLAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

15.906.677.008

JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

4.916.287.402

JUMLAH TOTAL

20.822.964.410
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Tabel 6.1.c (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 - 2023
Kabupaten Sumedang
(Sesudah Perubahan)

Tujuan

Sasaran

Kode

Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome),
Kegiatan (Output
Sub Kegiatan), dan
Sub Kegiatan
(Output Aktivasi)

Satuan

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja Akhir
Periode Renstra Perangkat

Daerah

Target

Rp

Target Rp

Target

Rp

Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab

Lokasi

10

11

12

13

14

13

14

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja dan
Keuangan

Meningkatnya
Kapasitas dan
Kapabilitas
Internal
Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang Tepat Waktu
dan Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan

Persen

100%

25,335.507.580

100%

26.041.300.000

100%

26.041.300.000

Badan
Pendapatan
Daerah

Kabupaten
Sumedang

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Kategori

19.523.019.488

20.406.300.000

20.406.300.000

Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan,
penganggaran dan
evaluasi kinerja perangkat
daerah yang tepat waktu
dan sesuai dengan
perundang-undangan

Persen

100

184.250.900

100

261.300.000

100

261.300.000

Persentase
ketersediaanadministrasi
keuangan perangkat
daerah yang tertib dan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Persen

100

19.338.768.588

100

20.145.000.000

100

20.145.000.000

Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

Persen

80

5.812.488.092

85

5.635.000.000

5.635.000.000
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Tujuan

Sasaran

Kode

Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,
Program
(Outcome),
Kegiatan (Output
Sub Kegiatan), dan
Sub Kegiatan
(Output Aktivasi)

Satuan

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Tahun 2022

Tahun 2023

Kondisi Kinerja Akhir
Periode Renstra Perangkat

Daerah

Target Rp

Target Rp

Target

Rp

Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab

Lokasi

Persentase ketersediaan
administrasi kepegawaian
perangkat daerah yang
memadai

Persen

100 114.000.000 100

210.000.000

100

210.000.000

Persentase ketersediaan
administrasi umum
perangkat daerah yang
memadai

Persen

100 2.230.440.892 100

1.665.000.000

100

1.665.000.000

Persentase ketersediaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah yang
memadai

Persen

100 777.000.000 100

1.325.000.000

100

1.325.000.000

Persentase ketersediaan
jasa penunjang urusan
pemerintahan daerah
yang memadai

Persen

100 1.656.480.000 100

1.750.000.000

100

1.750.000.000

Persentase pemeliharaan
barang milik daerah
penunjang urusan
pemerintah daerah yang
memadai

Persen

100 1.034.567.200 100

685.000.000

100

685.000.000

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan
Penyusunan Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Dokumen

4 Dokumen

184.250.900

7 Dokumen

261.300.000

7 Dokumen

261.300.000

Sub Bagian
Program

Kabupaten
Sumedang

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Dokumen

1 Dokumen

22.001.000

1 Dokumen

25.000.000

1 Dokumen

25.000.000

Sub Bagian
Program

Kabupaten
Sumedang

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA SKPD

Dokumen

2 Dokumen

21.865.900

2 Dokumen

21.800.000

2 Dokumen

21.800.000

Sub Bagian
Program

Kabupaten
Sumedang
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA SKPD dan Sub Bagian Kabupaten
1 2.01 Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 2 Dokumen 25.000.000 2 Dokumen 25000000 8 P
- Program Sumedang
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA SKPD
Jumlah Dokumen
K inasi 1 Dok Bagi Ki
1| 201 oordinasi dan Perencanaan Perangkat Dokumen oxumen 34.547.550 2 Dokumen 34.500.000 2 Dokumen 34.500.000 Sub Bagian abupaten
Penyusunan DPA- SKPD 1 Dokumen Program Sumedang
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Perubahan DPA
1 2.01 Penyusunan Perubahan SKPD Qan .Laporan Hasil Dokumen 2 Dokumen 25.000.000 2 Dokumen 25000000 Sub Bagian Kabupaten
Koordinasi Penyusunan - Program Sumedang
DPA-SKPD
Perubahan DPA SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Sub Bagian Kabupaten
1 2.01 Capaian Kinerja dan P Laporan 4 Laporan 105.836.450 2 Laporan 105.000.000 2 Laporan 105.000.000 8 p
) o Penyusunan Laporan Program Sumedang
Ikhtisar Realisasi Kinerja X N
Capaian Kinerja dan
SKPD . S
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Eval Kinerja Pi kat Jumlah L Evaluasi
1] 201 valuastiinerja Ferangkat | -umian -aporan tvaluast Laporan 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Administrasi Keuangan Sub Bagian Kabupaten
1 2.02 g Administrasi Keuangan Laporan 3 Laporan 19.338.768.588 3 Laporan 20.145.000.000 3 Laporan 20.145.000.000 e P
Perangkat Daerah Keuangan Sumedang
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumiah Orang yang Orang/ 58 58 58 Sub Bagian Kabupaten
1| 202 v ) Menerima Gaji dan & 19.202.286.580 20.000.000.000 20.000.000.000 gl abupate
Tunjangan ASN . Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Keuangan Sumedang
Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil
1 2.02 v Penyediaan Administrasi Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Penatausahaan dan 12 12 12 Sub Bagian Kabupaten
1 2.02 Dok 20.602. 25. . 25. i
0 Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi oxumen Dokumen 0.602.008 Dokumen 5.000.000 Dokumen 5:000.000 Keuangan Sumedang
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah -
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Koordinasi dan Lumlzh Do.k:men
1 2.02 Pelaksanaan Akuntansi oorcinasi dan . Dokumen
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD
SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan
1 202 Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Laporan
Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen Bahan
Pengelolaan dan .
A Tanggapan Pemeriksaan
1 2.02 Penyiapan Bahan " Dokumen
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
883p Pemeriksaan
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi d Kinerja dan Ikhtisar
PZ:vu‘sr:Ja:;nT.Zporan Realisasi Kinerja SKPD dan
1| 20 Keuangan Hasil Koordinasi Laporan 14 Laporan 115.880.000 14 Laporan 120.000.000 14 Laporan 120.000.000 Sub Bagian Kabupaten
. Penyusunan Laporan Keuangan Sumedang
Bulanan/Triwulanan/ Keuangan
Semesteran SKPD g .
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Jumlah Dokumen
Penyusunan Pelaporan L
o ) Pelaporan dan Analisis
1 2.02 dan Analisis Prognosis . - Dokumen
L Prognosis Realisasi
Realisasi Anggaran
Anggaran
Indeks Ref i Birokrasi
ndeks Reformasi Birokast Persen 80 5.812.488.092 85 4.710.000.000 85 4.710.000.000
Perangkat daerah
Administrasi Jumlah Laporan j::l::s;::t Kabupaten
1 2.05 Kepegawaian Perangkat Ad! asi Kep Dok 2 Dokumen 114.000.000 4 Dokumen 210.000.000 4 Dokumen 210.000.000 ’ P
dan Sumedang
Daerah Perangkat Daerch .
Kepegawaian
Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan
1 2.05 Prasarana Disiplin Sarana dan Prasarana Unit
Pegawai Disipli Pegawai
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian SUb Bag/;ant Kabupat
1| 205 | 2 | BesertaAtribut Dinas beserta Atribut Paket 1 Paket 60.000.000 1 Paket 60000000 md drzn se sir:;;a:g
Kelengk: Kelengk
elengkapannya elengkapan Kepegawaian
Pendataan dan JF’uer:tI:Iaa:aZik:;en 12 12 12 jrl;ir?\ag/z; Kabupaten
1 2.05 3 Pengolahan Administrasi - Dokumen 99.000.000 40.000.000 40.000.000 ! P
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Dokumen Dokumen Dokumen dan Sumedang
pes Kepegawaian Kepegawaian
- Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Koordinasi dan
1 2.05 4 Pelaksanaan Sistem fnast . Dokumen
. . Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian . .
Informasi Kepegawaian
Monioring, Evaluasi dan Jumiah Dokumen
1 2.05 5 o g,v . . Monitoring, Evaluasi dan Dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai . ) .
Penilaian Kinerja Pegawai
1 2.05 6 Pemulang.an Pegawai Jumlah. Pegawai Pensiun Orang
yang Pensiun yang Dipulangkan
. Jumlah Laporan Hasil
Pemulangan Pegawai
i Pemulangan Pegawai yang
1 2.05 7 yang Meninggal dalam X Laporan
Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas
Melaksanakan Tugas
1 2.05 8 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Oran,
: 8 dipindahtugaskan 8
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Sub Bagian
R Berdasarkan Tugas dan Umum, Aset Kabupaten
1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan . . Orang 5 Orang 15.000.000 5 Orang 20.000.000 5 Orang 20.000.000
Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti dan Sumedang
8 8 Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian
Jumlah Orang yang
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi
1 2.05 10 [0}
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- rang
Undangan
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
. : Jumlah Or.an.gye.mg Sub Bagian
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Umum. Aset Kabupaten
1 2.05 11 Implementasi Peraturan Teknis Impelementasi Orang 114 Orang 90.000.000 114 Orang 90000000 dal"] Sumepdan
Perundang- Undangan Peraturan Perundang- . &
Kepegawaian
Undangan
Sub Bagian
Administrasi U Jumlah Laporan Uu g/i " Kabupat
1| 206 ministrast Smurm Administrasi Umum Dokumen 8 Dokumen 2.230.440.892 9 Dokumen 1.665.000.000 9 Dokumen 1.665.000.000 mum, Ase abupaten
Perangkat Daerah dan Sumedang
Perangkat Daerah .
Kepegawaian
Penyediaan Komponen Jumlah ‘Paket Komponen Sub Bagian
Instalasi Listrik / Instalasi Umum, Aset Kabupaten
1| 206 | 1 stalasi tis Listrik/Penerangan Paket 1 Paket 10.000.000 1 Paket 10000000 um, Ase abupate
Penerangan Bangunan - - dan Sumedang
Kantor Bangunan Kantor yang Kepegawaian
Disediakan
Sub Bagi
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Ur:]umag/‘:sZt Kabupaten
1 2.06 2 ¥ dan Perlengkapan Kantor Paket 4 Paket 640.000.000 4 Paket 65.000.000 4 Paket 65.000.000 ! P
Perlengkapan Kantor o dan Sumedang
yang Disediakan
Kepegawaian
Sub Bagi
. Jumlah Paket Peralatan 1P Baglan
Penyediaan Peralatan Umum, Aset Kabupaten
1 2.06 3 Rumah Tangga yang Paket 4 Paket 75.000.000 4 Paket 75.000.000 4 Paket 75.000.000
Rumah Tangga o dan Sumedang
Disediakan )
Kepegawaian
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan jrl;i:lag/:; Kabupaten
1 2.06 4 V . Logistik Kantor yang Paket 4 Paket 200.000.000 4 Paket 250.000.000 4 Paket 250.000.000 ! p
Logistik Kantor L dan Sumedang
Disediakan .
Kepegawaian
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Sub Bagian
Umum, Aset Kabupaten
1 2.06 5 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Paket 4 Paket 596.795.000 4 Paket 500.000.000 4 Paket 500.000.000
- dan Sumedang
Penggandaan yang Disediakan
Kepegawaian
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Sub Bagian
1| 206 | 6 | Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Dokumen 12 18.000.000 12 25.000.000 12 25.000.000 Urnum, Aset Kabupaten
Perundang- undangan Dokumen Dokumen Dokumen dan Sumedang
Perundang- undangan o i
yang Disediakan Kepegawaian
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
. Jumlah Paket
1 2.06 7 Penyediaan Bahan/Material yang Paket
: Bahan/Material o
Disediakan
Jumlah L Fasilitasi
1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu um.a aporan Fasilitas! Laporan
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Sub Bagian
Penyelenggaraan Rapat
L . Penyelenggaraan Rapat Umum, Aset Kabupaten
1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi L . Laporan 4 Laporan 492.645.892 4 Laporan 500.000.000 4 Laporan 500.000.000
SKPD Koordinasi dan Konsultasi dan Sumedang
SKPD Kepegawaian
Penatausahaan Arsi Jumlah Dokumen 12 12 12 Usrliir?lag/-‘\asZt Kabupaten
1] 206 | 10 | oM P Penatausahaan Arsip Dokumen 33.000.000 40.000.000 40.000.000 ' P
Dinamis pada SKPD N ) Dokumen Dokumen Dokumen dan Sumedang
Dinamis pada SKPD .
Kepegawaian
Jumlah Dokumen .
Dukungan Pelaksanaan Sub Bagian
X Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan ) Umum, Aset Kabupaten
1 2.06 11 . . Sistem Pemerintahan Dokumen 1 Dokumen 175.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000
Berbasis Elektronik pada . dan Sumedang
<KPD Berbasis Elektronik pada Kepegawaian
SKPD pesg:
Pengadaan Barang Milik Jumlah Laporan Sub Bagian
Daerah Pt P de Barang Milik Umum, Aset Kabupaten
1 2.07 | ) 9 Dokumen 2 Dokumen 777.000.000 5 Dokumen 1.325.000.000 5 Dokumen 1.325.000.000 s P
Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan dan Sumedang
Daerah Pemerintah Daerah Kepegawaian
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit K.endaraan
h Perorangan dinas atau .
1 2,07 1 Perorangan Dinas atau ) Unit
. Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan o
yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
1 2,07 2 Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau Unit
Lapangan Lapangan yang Disediakan
lah Unit Alat B
1 2,07 3 Pengadaan Alat Besar Jumla ,Um_t at Besar Unit
yang Disediakan
Pengadaan Alat Angkut Jumlah Unit Alat Angkut ‘
1 2,07 4 Darat Tak Bermotor yang Unit
Darat Tak Bermotor o
Disediakan




-76 -

Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
1| 207 | 5 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Unit 5 Unit 50.000.000 5 Unit 50.000.000
Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan jrl;ir?laizzt Kabupaten
1 2,07 6 g K Mesin Lainyya yang Unit 20 Unit 277.000.000 20 Unit 475.000.000 20 Unit 475.000.000 ! p
Mesin Lainnya - dan Sumedang
Disediakan .
Kepegawaian
Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap .
1 2,07 7 A . o Unit
Lainnya Lainnya yang Disediakan
1| 207 | g | PengadaanAsetTak Jumlah Unit Aset Tak Unit 1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000
Berwujud Berwujud yang Disediakan
Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung
1 2,07 9 Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Unit 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Sub Bagian
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor . . . ) Umum, Aset Kabupaten
1 2,07 10 Prasarana Gedung Kantor I Unit 3 Unit 500.000.000 3 Unit 600.000.000 3 Unit 600.000.000
| atau Bangunan Lainnya dan Sumedang
atau Bangunan Lainnya o .
yang Disediakan Kepegawaian
Jumlah Unit d
Pengadaan Sarana dan umlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukun Prasarana Pendukung
1 2,07 11 8 Gedung Kantor atau Unit
Gedung Kantor atau R
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Laporan Sub Bagian
Penyediaan Josa Pen ediaaﬁ Jasa Umum gAset Kabupaten
1 2.08 Penunjang Urusan 4 ) Dokumen 2 Dokumen 1.656.480.000 2 Dokumen 1.750.000.000 2 Dokumen 1.750.000.000 ! P
) Penunjang Urusan dan Sumedang
Pemerintahan Daerah 3 .
Pemerintahan Daerah Kepegawaian
. Jumlah Laporan
P
1 2.08 1 enyediaan Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat Laporan
Menyurat
Menyurat
» Jumlah.Laporan Sub Bagian
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
o . Umum, Aset Kabupaten
1 2.08 2 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Laporan 12 Laporan 207.000.000 12 Laporan 250.000.000 12 Laporan 250.000.000 dan Sumedan
Air dan Listrik Air dan Listrik yang . 8
- Kepegawaian
Disediakan
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Penyediaan Jasa qumlaZILapoJran peralat
1 2.08 Peralatan dan enyeciaan Jasa Feralatan Laporan
dan Perlengkapan Kantor
Perlengkapan Kantor o
yang Disediakan
Jumlah Laporan Sub Bagian
1| 208 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Laporan 12 Laporan 1.449.480.000 12 Laporan 1.500.000.000 12 Laporan 1.500.000.000 Umum, Aset Kabupaten
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor dan Sumedang
yang Disediakan Kepegawaian
Jumlah L
Pemeliharaan Barang urm . aporan Sub Bagian
milik Daerah Penunjang Pemeliharaan Barang Umum, Aset Kabupaten
1 2.09 ) Milik Daerah Penunjang Dokumen 4 Dokumen 1.034.567.200 6 Dokumen 685.000.000 6 Dokumen 685.000.000 !
Urusan Pemerintahan N dan Sumedang
Daerab Urusan Pemerintahan Kepegawaian
Daerah peg
P di J
enve. aan asa. Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya .
) ) Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, Pajak i .
1 2.09 Kendaraan Dinas Jabatan Unit
Kendaraan Perorangan o
X yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dibavarkan Pajaknya
Dinas Jabatan v Jakny
P di
enye. asn Jasa. Jumlah Kendaraan Dinas X
Pemeliharaan, Biaya . Sub Bagian
. R Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak o . ) . . Umum, Aset Kabupaten
1 2.09 . Lapangan yang Dipelihara Unit 4 Unit 284.567.200 72 Unit 300.000.000 72 Unit 300.000.000
Kendaraan Dinas N R dan Sumedang
. dan Dibayarkan Pajak dan _
Operasional atau - Kepegawaian
Perizinannya
Lapangan
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang
Pemeliharaan dan Dipelihara dan Dibayarkan Unit
Perizinan Alat Besar Perizinannya
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Angkutan
Pemeliharaan, Biaya
) Darat Tak Bermotor yang .
Pemeliharaan dan - . Unit
L Dipelihara dan dibayarkan
Perizinan Alat Angkutan .
Perizinannya
Darat Tak Bermotor
Pemeliharaan Mebel Ju‘mlah Mebel yang Unit 30 Unit 15.000.000 30 Unit 15.000.000
Dipelihara
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah -
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Pemeliharaan Peralatan Jumiah Peralatan dan Lj:lir?vag/z; Kabupaten
2 1 2.09 6 . . Mesin Lainnya yang Unit 4 Unit 150.000.000 20 Unit 75.000.000 20 Unit 75.000.000 ! p
dan Mesin Lainnya - dan Sumedang
Dipelihara .
Kepegawaian
7 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya Unit
Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud . X .
8 . Lo Unit 1 Unit 30.000.000 1 Unit 30.000.000
Berwujud yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Sub Bagian
dan Bangunan lainnya . ) . ) Umum, Aset Kabupaten
2 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Unit 3 Unit 500.000.000 1 Unit 65.000.000 1 Unit 65.000.000
Bangunan Lainnya vang dan Sumedang
g v Dipelihara/Direhabilitasi Kepegawaian
|
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumish Sarana dan Sub Bagian
Sar: dan P - Prasarana Gedung Kantor um Aset Kab N
2 | 1| 200 | 10 aranadan Frasarana atau Bangunan Lainnya Unit 1 Unit 100.000.000 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000 um, Ase abupaten
Gedung Kantor atau yang dan Sumedang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kepegawaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan
sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung
11 Pendukung Gedung Gedung Kantor atau Unit
Kantor atau Bangunan Bangunan Lainnya yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/ Lgas Tanah yang.
12 L Dilakukan Pemeliharaan/ Ha
Rehabilitasi Tanah -
Rehabilitasi
JUMLAH 25.335.507.580 26.041.300.000 26.041.300.000
Meningkatnya
Penerimaan Meningkatnya
Pajak dan Penerimaan Program Pengelolaan Persentase Potensi Pajak Badan Kabupaten
‘ I 02 | 4 Vi Persen 85% 7.411.185.100,00 90% 10.639.000.000,00 90% 10.639.000.000,00 Pendapatan
Retribusi Pendapatan Pendapatan Daerah Daerah Daerah Sumedang
Daerah yang Daerah
Optimal
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah -
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Kegiatan Pengelolaan Jumiah Dokumen
0.2 4 2.01 9 4 Pengelolaan Pendapatan Dokumen 11 Dokumen 7.411.185.100,00 10.639.000.000,00 10.639.000.000,00
Pendapatan Daerah
Daerah
Cakupan Regulasi Pajak
Daerah Retribusi Daerah Persen 100% 1.070.776.351,00 100% 1.240.000.000,00 100% 1.240.000.000,00
(PDRD) yang Relevan
Bidang
2 | 4| 201 1 Perencanaan pengelolaan | Jumlah Dokumen Rencana Dokumen 4 Dokumen 66.111.900 4 Dokumen 65.000.000 4 Dokumen 65.000.000 Perencanaan Kabupaten
pajak daerah Pengelolaan Pajak Daerah Pendapatan Sumedang
Daerah
Analisa dan Juml.ah Dokumen Hasil Bidang
engembangan pajak Analis Pajak Daerah serta Perencanaan Kabupaten
2 | 4200 | 2 | P8 £an paj Pengembangan Pajak Dokumen 6 Dokumen 629.164.451 6 Dokumen 700.000.000 6 Dokumen 700.000.000 p
daerah serta penyusunan . Pendapatan Sumedang
kebijakan pajak daerah Daerah dan Kebijakan Daerah
) Pl Pajak Daerah
pengendalian Jumlah Dokumen Hasil Bidang
8 N ! Pemeriksaan serta 18 18 18 Perencanaan Kabupaten
2 4 2.01 13 Pemeriksaan dan . Dokumen 375.500.000 475.000.000 475.000.000
K Pengendalian dan Dokumen Dokumen Dokumen Pendapatan Sumedang
Pengawasan Pajak Daerah X
Pengawasan Pajak Daerah Daerah
Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Pengelolaan Pembinaan dan
2 4 201 “ Pajak Daerah dan Pengawasan Pengelolaan Laporan
Retribusi Daerah Retribusi Daerah
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Persen 91 1.135.704.489 91 1.240.000.000 91 1.240.000.000
Pelayanan Pajak
Bidang
Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pengelo\aan
B Pelaksanaan Penyuluhan Sistem Kabupaten
2 4 2.01 3 Penyebarluasan Kebijakan Laporan 1 Laporan 83.704.489 1 Laporan 150.000.000 1 Laporan 150.000.000 .
paiak dacrah dan Penyebarluasan Informasi Sumedang
) Kebijakan Pajak Daerah Pendapatan
Daerah
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah -
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Bidang
Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Pemelih P lahan, Pemelih i K
4| 201 | 6 emeliharaan, dan engolanan, Femetinaraan Laporan 12 Laporan 750.000.000 12 Laporan 1.000.000.000 12 Laporan 1.000.000.000 Sistem abupaten
Pelaporan Basis Data dan Pelaporan Basis Data Informasi Sumedang
Pajak Daerah Pajak Daerah Pendapatan
Daerah
Bidang
Pengelolaan
4 2.01 9 Pe!ayanan dan Konsultasi Jumlah La.yan.an dan Layanan 11 Layanan 302.000.000 11 Layanan 90.000.000 11 Layanan 90.000.000 Sistem . Kabupaten
Pajak Daerah Konsultasi Pajak Daerah Informasi Sumedang
Pendapatan
Daerah
Penelitian dan Verifikasi Jur.nlah Data Pelaporan
. Pajak Daerah yang Telah
4 201 10 Data Pelaporan Pajak . " Dokumen
Dilakukan Penelitian dan
Daerah e
Verifikasi
Jumlah Laporan
Elektronifikasi Transaksi Perkembangan
4 2.01 1 L
0 > Pemerintah Daerah elektronifikasi Transaksi aporan
Pemerintah Daerah
Persentase Wajib Pajak
yang Terdata dan Persen 85 1.653.504.260 90 3.609.000.000 90 3.609.000.000
Terdaftar
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Bidang Kabupaten
4 2.01 4 Prasarana Pengelolaan Prasarana Pengelolaan Unit 98 Unit 710.305.000 98 Unit 1.320.000.000 98 Unit 1.320.000.000 Pendataan dan Sumepdan
Pajak Daerah Pajak Daerah Penilaian g
Jumlah Laporan Hasil
Pendataan dan
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bidang Kabupaten
4 2.01 5 Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Laporan 10 Laporan 818.199.260 10 Laporan 2.000.000.000 10 Laporan 2.000.000.000 Pendataan dan Sumepdan
Daerah Wajib Pajak Daerah Penilaian g
Penilaian Pajak Bumi dan . . . . . Bidang
Jumlah Objek Pajak 1000 Objek 1000 Objek 1000 Objek Kabupat
4 | 200 | 7 | BangunanPerdesaandan | oo DPIekralakyang Objek Pajak e 125.000.000 oble 289.000.000 e 289.000.000 Pendataan dan aoupaten
disesuaikan NJOP nya Pajak Pajak Pajak L Sumedang
Perkotaan (PBBP2) serta Penilaian
Bea Perolehan Hak atas
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Indikator Kinerja
tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program Kondisi Kinerja Akhir Perangkat
. Program, Kegiatan (Outcome), Tahun 2022 Tahun 2023 Periode Renstra Perangkat Daerah :
Tujuan Sasaran Kode > X Satuan Lokasi
dan Sub Kegiatan Kegiatan (Output Daerah Penanggung
Sub Kegiatan), dan jawab
Sub Kegiatan
E o Target Rp Target Rp Target Rp
(Output Aktivasi)
Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Persentase rata-rata
Wajib Pajak yang Persen 90 3.551.200.000 95 4.550.000.000 95 4.550.000.000
Membayar
Penetapan Waijib Pajak Jumlah Dok Bidang Kabupat
4| 201 | 8 enetapan Weajib Faja umianh bokumen Dokumen 12 Dokumen 150.000.000 12 Dokumen 250.000.000 12 Dokumen 250.000.000 Penetapan dan abupaten
Daerah Ketetapan Pajak Daerah X Sumedang
Penagihan
Jumlah Dokumen Hasil Bidang Kabupaten
4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Dokumen 12 Dokumen 3.401.200.000 12 Dokumen 4.300.000.000 12 Dokumen 4.300.000.000 Penetapan dan Sumepdan
Pajak Daerah Penagihan J
Jumlah Dokumen Hasil
Penyelesaian Keberatan
4 2.01 12 X Penyelesaian Keberatan Dokumen
Pajak Daerah X
Pajak Daerah
JUMLAH 13.751.593.849,00 20.038.000.000,00 20.038.000.000,00
JUMLAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.335.507.580 26.041.300.000 26.041.300.000
JUMLAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7.411.185.100 10.639.000.000 10.639.000.000
JUMLAH TOTAL 32.746.692.680 36.680.300.000 36.680.300.000
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BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

INIDIKATOR KINERJA BAPENDA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
dalam Perubahan RPJMD tertuang dalam Misi ke-4, yaitu “Menata
birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara
profesional dalam pelayanan masyarakat”, dengan tujuan ke-2, yaitu
“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi”, dan
dengan sasaran ke-1, yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik”. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD
tersebut, maka dapat dirumuskan indikator sasaran Perubahan RPJMD
untuk Bapenda Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

Indikator Target Setiap
Kinerja Tahun
Sasaran Cara »
'I(‘l:l{llulll Pt;rhitunlgafl/ Satuan K:lr:l:i;:l Program
2021-2023 ormulasi 2021 | 2022 | 2023
(Sesudah
Perubahan)
Persentase | Perbandingan
Realisasi Realisasi PAD Perngelolaan
PAD terhadap Persen | 17,03 | 17,77 | 18,99 | 18,99 Pendapatan
terhadap Realisasi Daerah
Pendapatan | Pendapatan
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bapenda yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

‘s Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
. Kondisi
Indikator Cara et Teias, s
Urusan / . N Awal Kondisi Kinerja Akhir
Kinerja Pengukuran Satuan .
Program . Renstra Periode Renstra
Program / Formulasi Tahun Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
2020
Perbandingan
Program Realisasi
Pengelolaan Prlgsenta'S © | PotensiPajak | 1 17. 17.77 | 7.411.185.1 1 11.44 1 11.44
Pendapatan [?::kSl Dacrah ersen 5.30 .03 4.916.287.402,00 . . .185.100,00 8.99 .449.000.000,00 8.99 .449.000.000,00
Daerah J dengan
Daerah S
Realisasi

Pada dasarnya Badan Pendapatan Daerah menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran di atas meskipun tidak
secara langsung menjadi SKPD utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut di atas akan terus
diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia
pengelola pendapatan daerah, terutama untuk pajak dan retribusi daerah, yang memiliki kompetensi ditempuh dengan
mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan
retribusi daerah;

2. Identifikasi potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah beserta dengan strategi
penggalian potensinya;

3. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya aparaturnya, sumber daya sarana dan prasarananya, dan
pemenuhan kelengkapan tata laksana organisasi pengelola pendapatan daerah; dan

4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan wajib pajak daerah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan
tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.
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BAB VIII
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan
adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis
(Renstra). Penyesunian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan
Dacrah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk
perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang berlaku untuk periode tahun
2018 s.d 2023, yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional,
sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan
pemerintahan yang baik (Good Government) yang selanjutnya akan dijadikan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran
dan Kebijakan Bapenda dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya
yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur
penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh
melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya,
sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas
kinerja Bapenda baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan dapat membantu
penentuan arah dan masa depan Badan, sehingga mampu mengevaluasi,
memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk
meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan
yang baik terhadap masyarakat.

SUMEDANG,

t¥’AHMAD MUNIR



